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PEDOMAN TRANSLITERASI
(ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

li:l_:éf Nama Huruf Latin Nama
" Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B be
- Ta T Te
> Tsa 8 es (dengan titik di atas)
c Jim J je
C Ha h ha (dengan titik di bawah)
s kha Kh ka dan ha
s Dal D De
3 Dzal rA zet (dengan titik di atas)
5 Ra R er
5 Zai Z zet
o Sin S €s
B Syin Sy es dan ye
P Shad $ es (dengan titik di bawah)
P Dhad d de (dengan titik di bawah)
L Tha t te (dengan titik di bawah) |
b Dha z zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain koma terbalik di atas
¢ Gain G ge
3 Fa F ef
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3 Qaf Q ki
5 Kaf K ka
J lam L el
. Mim M em
3 Nun N en
3 Wau W we
2 Ha H ha
. Hamzah L Apostrof
& Ya ya ye
2. Vokal
a. Vokal Tunggal (monoftong)
Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah a A
- Kasrah i I
, Dammah u U
S ditulis kataba JS:" ditulis zukira
AL ditulis yazhabu
b. Vokal rangkap (diftong)
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
S Fathah dan ya ai adani
g Fathah dan au adanu
wawu

S ditulis kaifa

Jsr

ditulis haula

vili




3. Maddah

Tanda dan ‘Gabungan
Huruf Nama huruf Nama
C Fathah dan alif atau . a dan garis
< ya a melengkung di atas
&S kasrah dan ya i 1 dan garis
melengkung di atas
. . u dan garis
i dammah dan wawu u melengkung di atas
JE  ditulis gadla 8 ditulis gila
o) ditulis ramd Sk ditulis yagiili

4. Ta’ marbithah di akhir kata

Transliterasi untuk ta’ marblthah ada dua

a. Ta' marbithah hidup ditulis /t/.
b. Ta’ marbiithah mati ditulis /b/.

diasd ditulis qabidah

¢. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbuthah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta’ marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh;
R
3_)}34“ :LI.J_JAM

ditulis 7alhah

ditulis al-Madinah al-Munawwarah

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddabh itu.

\:‘U diitulis rabbandg

‘,)-.'-“ ditulis al-birr
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6. Kata Sandang
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang dukuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung/hubung,

Contoh:

?E]l ditulis al-galamu

t‘l"“'“ ditulis as-Saldmu

7. Huruf Kapital
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.
8. Singkatan-singkatan

Swt - Subhbdnahu Wa Ta'dla

Saw - Sallalldhu ‘Alath wa al-Salam
Qs - Quran surat

t.t : Tanpa tahun

him. : Halaman

tp : Tanpa penerbit

a.s . ‘Alaih al-Salam

ra : Radhiallahhu anhu
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penulis berkaitan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia terutama dalam
bidang waris yang tertuang dalam Kompiiasi Hukum Islam (KHI) mengenai

mawdni ‘ul-irtsi.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghalang mewarisi  (mawdni ul-irts) adalah suatu kondisi yang
menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta
peninggalan pewaris setelah adanya sebab-sebab mewarisi.' Penghalang dalam
kewarisan merupakan penentu apakah seseorang yang mempunyai hubungan
kerabat dengan pewaris dapat memperoleh harta peninggalan atau bahkan
gugurnya hak ahli waris karena adanya penghalang tersebut.

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat penghalang waris, yaitu
perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan neg,ara.2 Dari keempat
penghalang mewarisi tersebut para fuqaha sepakat dengan yang tiga penghalang
yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama.” Sedangkan mengenai

berlainan negara dapat menjadi penghalang mewarisi, masih diperselisihkan.*

S 59l 5 el DA 5 (3 M 5 Jid ; Ay f Addal) ) sl

Artinya: Penghalang mewarisi itu secara hakikat ada empat macam, yaitu
pembuinthan, perhambaan, perbedaan agama dan perbedaan negara.

' Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Figh Mawaris, (Semarang @ Pustaka Rizki Putra.
1999). him. 37

2 Fatchur Rahman, Hmu Waris. Cet. 3. (Bandung : PT Al-Maarif. 1994). him. 83.

> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2004). him. 193.

' Ahmad Rofiq. Figh Mawaris. Cct. 2. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995). hlm.

32-33.

S Muhammad al-Khatib al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj. Juz 3. (Beirut-Libanon Dar Al-
Fikr. 1398H/1978M). him. 26.



Para Faradhiyun telah menetapkan bahwa perbudakan menjadi penghalang
mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sarik yang
menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang,
sebagaimana firman Allah Swt. :

et o Y 8 e S A
Artinya. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang
dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...

Pembunuhan merupakan kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang
lain baik secara langsung atau tidak langsung. Para ulama figh sepakat bahwa
pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris berdasarkan

pada sabda Nabi Saw.,
S Y dtal

Artinya: Orang yang membunuh tidak mewarisi.
Alasan yang mendasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta
peninggalan orang yang dibunuh karena kadang pembunuh memiliki tujuan
untuk mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat
segera mewarisi harta peninggalannya. Meskipun para ulama figh telah
menyepakati bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mewarisi,
tetapi kemudian mereka memperselisihkkan mengenai macam-macam
pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mewarisi.

Sedangkan berlainan agama sebagai penghalang mewarisi ialah agama yang

menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan yang mewariskan

6 Qs. An-Nah! (16) : 75
” Sunan Ionu Majah. Juz 2. (Beirat : Dar al-Fikr. t1), him. 113, Hadits tersebut
diriwayatkan oleh Malik. Ahmad. dan [bnu Majjah dari Umar.



berbeda.® Dan mengenai berlainan negara, yang dimaksud negara dalam hal ini
adalah suatu daerah yang ditempat-tinggali oleh mruwarrits dan ahli waris, baik
daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan maupun republik.’

Seiring dengan perkembangan peradaban yang terjadi sekarang ini, banyak
menimbulkan hukum-hukum baru dalam tatanan kehidupan manusia termasuk
mengenai hukum kewarisan. Tentunya hal ini memerlukan pengkajian ulang
terhadap sumber-sumber hukum lslam yang berkaitan dengan masalah waris.
Dan ulama-ulama di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam. Dengan
redaksi yang berbeda, KUH Perdata (BW) juga menetapkan fitnah sebagai
penghalang mewarisi.'°

Kompilasi Hukum Islam sebagai pembaharuan pemikiran dalam hukum
Islam juga membahas mengenai kewarisan. Meskipun banyak pihak yang tidak
mengakui Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan, namun
Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara yang
diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.'' Dalam Kompilasi
Hukum Islam disebutkan dengan tegas bahwa fitnah adalah salah satu alasan
yang dapat dijadikan sebagai penghalang mewarisi.'> Hal ini dapat dilihat dari

teks pasal 173 ayat b yang berbunyi sebagai berikut

® Fatchur Rahman, flmu Waris, him. 95.

? Ibid, him, 105,

'°R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-31.
(Jakarta : Pradnya Paramita, 2001). pasal 838 ayat (2), hlm. 223.

"' Cik Hasan Bisri et.al, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia,
Cet. 2, (Jakarta : Logos Wacana [lmu, 1999). hlm. 14,

' Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: ttp,
2000), pasal 173, hlm. 82-83.



“Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang dlancam dengan hukuman 5
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa fitnah mempunyai sanksi dunia, yaitu
menyebabkan seseorang terhalang mewarisi dari orang yang difitnahnya
meskipun ia berhak mendapat waris. Di samping itu juga terdapat sanksi dosa
yang tidak dipermasalahkan tetapi sepenubnya diserahkan kepada Allah Swt.
Dari pasal tersebut juga dapat dipahami bahwa penetapan hukum yang dilakukan
oleh ulama Indonesia menempatkan nilai kebersalahan dalam fitnah itu lebih
berat dari apa yang ditetapkan oleh ulama klasik. Apabila mengamati kajian
ulama klasik tentang fitnah, mereka hanya menempatkannya sebagai perbuatan
dosa yang berakibat kepada sanksi akhirat semata, sedangkan sanksi dunia tidak
pernah dibicarakan.

Secara teoritis nilai kebersalahan dalam perbuatan “fitnah” sulit untuk
dikonkritkan. Hal ini terjadi karena adanya dua nash yang dipahami berbeda
tentang hal itu. Pertama, fitnah dikomparasikan dengan pembunuhan dengan

pemberian nilai kebersalahan lebih besar pada fitnah. Hal ini dapat dilihat pada
dua ayat al-Qur'an yang berbunyi'® : & X3 A dan &l
B e  selanjutnya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “fitnah lebih

kejam dari pembunuhan”. Kedua, fitnah tidak dinyatakan sebagai dosa besar,

karena tidak termasuk ke dalam hadits Rasulullah Saw berikut :

'* Pasal 173 KHIS, him. 82-83,
" Qs. Al-Bagarah (2) : 191 yang artinya: “Fitnah itu lebih besar bahavanva dari
pembunuhan ”, dan ayat 217 yang artinya: “Fitnah lebih besar dosanva daripada membunuh.”



| saia) ¢ JB alug ddde A Jha ol o i B a8 (o (e
ol JB g el g il @ il JE eop Lag dot J gyl 1 B ey al
B ogaailag sl aidl Qe JSs LN JSTy Sl LY A a e S

15 < 38 ) i el O Lianall o

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda: “Jauhilah dosa
besar”, mereka berkata; Ya Rasulullah, yang manakah dosa besar
tersebut? Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh
orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali pembunihan
yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari
peperangan melawan orang kafir, dan menggazaf wanita baik-baik
dengan tuduhan melakukan zina.”

Dengan mengacu kepada pemikiran seperti dikemukakan di atas, dimana
nilai kebersalahan yang tersimpan dalam fitnah itu masih cukup bervariasi
adanya, maka sangat membuka peluang bagi para mujtahid untuk berbeda
penafsiran, bahkan menafsir ulang kembali tentang hakikat dari fitnah itu sendiri.
Karena masih ada kemungkinan muncuinya pendapat baru tentang status hukum
setiap perbuatan yang dihubungkan dengan fitnah tersebut. 16

Di Indonesia, fitnah dinyatakan sebagai kasus pidana bukan kasus perdata.
Hal ini dibuktikan dengan pasal 317 KUHP, Buku Kedua tentang Kejahatan,
dengan tegas dinyatakan bahwa fitnah adalah salah satu tindak pidana yang dapat

diancam hukuman selama-lamanya empat tahun. '’ Mengenai kasus yang

'* Dengan mengacu kepada beberapa sabda Rasulullah SAW ternyata jumiah perbuatan
yang termasuk dosa besar bervariasi, mulai dari sabdanya yang mengatakan tiga, empat, lima, dan
tujuh macam. Dalam riwayat yang mengatakan tujuh macam scperti dikemukakan diatas
dipahami telah melingkupi yang lainnya. Muslim ibn Hajjaj. Al-Jami'u al-Skahik, Juz 1,
(Beirut-Libanon : Dar Fikr, t.t), him. 64.

'8 Dirjen Binbaga Islam, Ditpinbapera Istam, Mimbar Hukim :Aktualisasi Hukum Islam,
Nomor 45 Tahun X, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1999), him, 28.

' Sugandhi, K.U.H.P. Dengan Penjelasannya, (Surabaya ; Usaha Nasional, 1980). him.
332, Pasal tersebut menyebutkan, “fiinah adalah suatu tindak kejahatan vang bermaksud
mencemarkan nama orang/kelompok lain yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanva
4 tahun.”




diajukan ke pengadilan adalah kasus yang bersanksi hukuman lima tahun penjara
atau yang lebih berat daripadanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus
yang diajukan tersebut tergolong kategori pidana berat.

Kasus-kasus yang bersanksi hukuman penjara lima tahun, atau yang lebih
berat daripadanya tersebut banyak sekali contoh dan jenisnya, seperti dalam

beberapa contoh kasus berikut ini :

1. Kasus makar, dapat diancam dengan sanksi pidana mati, atau penjara seumur
hidup.

2. Kejahatan terhadap ketertiban umum; orang yang menyatakan di muka umum
tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghianatannya terhadap
pemerintah Indonesia dapat diancam hukuman selama-lamanya penjara
tujuh tahun.

3. Sumpah palsu dan saksi keterangan palsu; kasus ini dapat diancam hukuman
selama-lamanya penjara tujuh tahun.

Selain itu, hanya dengan mengajukan kasus bohong saja secara sengaja kepada

pihak kepolisian telah dapat dipandang sebagai fitnah.'® Hal ini dengan jelas

disebutkan dalam redaksi pasal 173 Kompilasi Hukum Islam “mengajukan
pengaduan”.

Untuk membuktikan bahwa kasus tersebut hanya fitnah adalah dengan
keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Maksud dari keputusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap ialah putusan yang menurut ketentuan Undang-

Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk

'® Dirjen Binbaga Islam, Mimbar Hukum.... him. 33.




melawan putusan itu.'> Apabila sudah ada putusan hakim, maka orang yang
mengajukan kasus tersebut dapat dihukum sesuai dengan pasal 317 KUHP yakni
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun,

Dinyatakannya pembunuh sebagai penghalang kewarisan sebagaimana
disebutkan dalam KHI telah sejalan dengan figh. Namun percobaan pembunuhan,
penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan kewarisan tidak sejalan
dengan figh mazhab manapun. Figh beranggapan bahwa kewarisan merupakan
hak seseorang yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan tidak dapat dicabut
kecuali ada dalil yang kuat seperti hadits Nabi. 2’

. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dari proposal skripsi
ini, maka penulis menegaskan istilah-istilah dalam judul tersebut agar menjadi
ielas dan terarah sebagai berikut
1. Fitnah, dalam bahasa Arab berarti kekacauan, bencana, syirik, cobaan, ujian,
dan siksaan; atau juga diartikan sebagai berita bohong atau desas-desus
tentang sescorang karena ada maksud-maksud yang tidak baik dari s
pembuat fitnah terhadap sasaran fitnah '

2. Penghalang Waris (mawdni ‘ul-irts) ialah tindakan atau hal-hal yang dapat
menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta beserta adanya sebab-

sebab dan syarat mewarisi.?

'® Ibid, him. 34.

** Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan . , him. 329,

* Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Istam, Cei. 1. (Jakarta - Ichtiar Bary van
Hoeve. 1996). 379.

% Fatchur Rahman. Hmu Waris, hlm, 83.



3. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum
yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama figh yang biasa
dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diclak dan
dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.?

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang
menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tinjauan figh mengenai ketentuan
pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang fitnah sebagai penghalang
seseorang mewarisi?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan figh mengenai
ketentuan fitnah yang dapat menghalangi seseorang mewarisi sebagaimana
disebutkan dalam pasat 173 ayat b Kompilasi Hukum Islam (KHI}).
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat mencapai suatu hasil yang dapat
berguna untuk:
a. Menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan
perkembangannya.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
bagi masyarakat dalam upaya memecahkan permasalahan hukum,

khususnya yang berkaitan dengan hukum waris.

B Abdurrahman, Kompilasi Hukum Istam di Indonesia, Edisi I, Cet. 1, (Jakaria:
Akademika Pressindo. 1992). him. 14.



E. Telaah Pustaka

Penghalang waris (mawdni ‘ul-irts) merupakan bagian dari pembahasan
kitab Al-Faraid yang terdapat dalam kitab-kitab figh, baik kitab figh klasik
maupun modern,

Fitnah merupakan hal baru dalam masalah waris, karena pada prinsipnya
tidak ada kitab figh yang menyebutkan bahwa fitnah dapat menghalangi
seseorang mewarisi. Dalam redaksi pasal 173 ayat b. Kompilasi Hukum Islam
disebutkan dengan tegas bahwa seorang ahli waris terhalang mendapat harta
warisan karena:

“Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5
lahun penjara atau hukuman yang lebih berat. %

Jumhur ulama berpendapat di antara sebab-sebab penghalang kewarisan itu
ialah perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.? Hal ini sejalan dengan

ungkapan sebagai berikut :

Artinya: Yang mencegah pewarisan itu adalah pembunuhan, perbedaan agama,
dan perbudakan.

Ahmad Rofig dalam bukunya menjelaskan mengenai pembunuhan, juga

perbedaan pendapat para ulama tentang pembunuhan yang dapat menghalangi

“ Pasal 173 KHIS, him, 82-83.

* Suparman Usman & Yusuf Somawinata, Figik Mawaris: Hukum Kewarisan Islam,
Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), him, 32,

* Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar, Juz 2, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-* Arabiyah, 1.1).
him. 18
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hak waris seseorang.®’ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam, Amir Syarifuddin
juga mengemukakan tentang pendapat para ulama mengenai penghalang waris 2

Dian Khairul Umam dalam bukunya Figh Mawaris menyebutkan bahwa
sebagian ulama berpendapat bahwa yang dapat menghalangi seorang ahli waris
mendapat harta pusaka ialah pembunuhan yang disengaja, dan sebagian
berpendapat bahwa segala pembunuhan yang mengakibatkan diyat, gishash atau
kafarat yang dapat menghalangi seseorang mendapat harta pusaka.”®

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab ra. pernah terjadi praktek
mengenai perkara kewarisan harta tinggalan Ibnu Qudamah, dimana beliau
memutuskan ayah almarhum tidak mendapat bagian sama sekali dengan alasan
karena telah membunuh.’® Meskipun Ibnu Qudamah mempunyai ayah yang
seharusnya menjadi ahli waris dan menghijab saudara, tetapi hak waris diberikan
kepada saudaranya karena ayahnya terbukti menjadi pembunuh Ibnu Qudamah.*!

Imam Ahmad ibn Hanbal dan Syafi’i dapat menerima fitnah sebagai

penghalang mewarisi yang dinyatakan dalam tulisan Ibn Qudamah berikut inj -

B Al e ISl el aie Ji ) e du AT A5 deal e
AWy Js g el aies B o Ao Ja iy | any d
P e 5wl | a8 LA e

Artinya: Dan dari Ahmad ada riwayat lain yang menunjukkan babwa
pembunuhan itu menghalangi pewarisan dengan “segala hal” maka

sesungguhnya dia telah berkata dalam riwayar anaknya Salih dan
Abdullah ..., Dan ini memmjukkan bahwa pembunuhan dengan “segala

%" Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, hlm. 24-28.

% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Istam, him. 193-196,

2 Dian Khairul Umam, Figik Mawaris, (Bandung : Pusiaka Setia, 2006), him. 34.

* Achmad Kuzari, Sistem Asabah : Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan,
Cet. 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), him. 25

* Fatchur Rahman, Hmu Waris, him. $6.

* tonu Qudamah, Al-Mughni, Juz 6, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar Al-Fikri. 1405H/1985M).
him, 245,
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hal” adalah menghalangi pewarisan. Dan inilah pendapat mazhab
Syafi’i.

Selain tulisan dari Ibn Qudamah, Ali Ash Shabuni juga menyebutkan

adanya kaidah fighiyah yang menetapkan :
343 L ya (i g 4l U 6" (o UniBiul (e
Artinya: Barangsiapa tergesa-gesa tentang sesuatu sebelum masanya, maka dia
akan terkena sanksi berupa terhalangnya mendapatkan sesuatu tersebut.
Tbn Rusyd dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtashid
menyebutkan bahwa tinjauan kemaslahatan menghendaki pembunuh tidak
mewarisi agar orang banyak tidak mengambil warisan dengan jalan membunuh.
Selain itu juga membahas mengenai berbagai pendapat fugaha mengenai warisan
bagi orang yang membunuh. ** Yang dimaksud dengan membunuh ialah
membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena
membela diri.>* Dalam bulu Pembagian Waris Menurut Islam, Ali Ash Shabuni
menyampaikan berbagai pendapat fuqaha mengenai pembunuhan yang dapat
menggugurkan hak waris, selain itu juga dijelaskan mengenai penghalang-

penghalang waris dan orang-orang yang berhak mendapatkan harta wari san.*®

3 Muhammad Ali Ash Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadis, judul asli
Al Mawarits fi Alsyariak al Islamiyah ‘ala Dhau-I al Kitab wa al Sunnah, alih bahasa Zaini
Dahlan, Cet. 1, (Bandung : Trigenda Karya, 1995). him. 49. Lihat juga dalam Muhammad Hasbi
Ash Shiddieqy, Figh Mawaris, him. 39.

3* fbn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nikayah al-Mugtashid, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-
Jiil, 1409H/1989M), alih bahasa: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid:
Analisa Figih Para Mujtahid, Cet. Ke-2, (Jakarta; Pustaka Amani, 1423H/2002M), him. 433-
434,

35 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Cet. Ke-14, (Yogyakarta : Ul Press, 2001),
hlm. 22.

36 Ali Ash-Shabuni. Pembagian Waris Menurut Islam, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), hlm. 41-42,
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Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur di atas, penulis belum
mendapati buku, kitab figh ataupun tulisan yang membahas secara khusus
mengenai tinjauan figh yang menyatakan bahwa fitnah dapat menghalangi
seseorang mewarisi.

- F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research),
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti literatur-literatur baik
berupa buku-buku, kitab-kitab figh serta sumber-sumber lain yang berkaitan
dengan masalah yang dikaji.*’

2. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode
dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel,
masalah-masalah, ataupun konsep-konsep yang bersumber dari buku-buku,
transkip, catatan, majalah, surat kabar, dan lain-lain.>® Untuk memperoleh
data yang diperlukan, maka penulis mengkaji dan menelaah data-data yang
berupa ayat-ayat Al-Qur’an, Hadits dan dokumen resmi seperti Kompilasi
Hukum Islam, kitab-kitab figh serta buku-buku yang relevan dengan tema

bahasan.

*7 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 11, (Jakarta -
Rineka Cipta, 1998). him. 1.
B Ihid, him. 236.
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3. Sumber Data

a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek
penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.*® Sumber data utama
yang berkaitan dengan masalah waris diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’an,
hadits dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak
langsung dari subjek penelitian.*’ Data ini diperoleh dari kitab-kitab figh,
buku-buku serta tulisan-tulisan yang relevan dengan bahasan tersebut. Di
antaranya yaitu : Fatchur Rabhman; /lmy Waris, Muhammad Ali Ash-
Shabuni; Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadits, Pembagian Waris
Menurut Islam, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy; Figh Mawaris, Sayyid
Sabiq; Figh Sunnah, Figh Lima Mazhab, Al Mughni, Amir Syarifuddin;
Ushul Figh, dan Tagiyuddin, Kifayat al-Akhyar.

4. Analisis Data
Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder
dianalisa. Untuk menganalisanya menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode content analysis vyaitu analisa yang dilakukan untuk
menghasilkan kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan
yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. *' Dalam hal ini

dimaksudkan untuk mengkaji ketetapan ulama-ulama terdahulu berkaitan

% Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Cet. 1. (Yogyakarta : Pustaka Pclajar Offsct. 1998),
him, 91.

“ Ibid

1 Soejono dan Abdurrahman, Mefode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan),
(Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 13-14.
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dengan fitnah yang dapat menghalangi seseorang mewarisi sebagaimana
disebutkan dalam pasal 173 KHI.

b. Metode komparatif yaitu analisa terhadap data-data yang berbeda untuk
mendapatkan letak persamaan dan perbedaannya, ** atau untuk
memperoleh informasi dengan membandingkan antara data yang satu
dengan data yang lainnya, kemudian ditarik suatu alternatif yang

komparatif. *

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan skripsi ini maka
penyusun sajikan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan yang menjelaskan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan mekanisme penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah,
penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai penghalang kewarisan dalam hukum Islam
yang mencakup definisi hijab, macam-macam Aijab, perbedaan antara mahrum
dan mahjub, serta filosofi yang mendasari ajaran mawdni ‘ul-irts.

Bab ketiga menguraikan tentang fitnah sebagai penghalang mewarisi,
dimana bab ini akan membahas mengenai fitnah sebagai penghalang mewarisi
menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan menurut figh, serta analisis

mengenai fitnah sebagai penghalang mewarisi.

*2 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian .., him. 247.
3 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Jakarta : Gajah Mada University
Press, 1998). him. 13-14.

E e e e e e R e T




Bab keempat merupakan bab penutup, dimana penyusun akan

mengemukakan kesimpulan dari penelitian secara umum. Hal ini dimaksudkan
sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan.
Di samping itu penyusun juga kemukakan saran—saran yang diharapkan dapat
bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Sebagai pelengkap, di akhir penelitian ini
penyusun cantumkan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran

yang dianggap relevan dengan tema bahasan.




BAB I1

PENGHALANG KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Hijab

Dalam pembagian harta warisan, para ahli waris baik ashabul furud
maupun ‘ashabah terkadang menerima bagian dan ada pula yang tidak
menerimanya. Ahli waris yang cakap untuk mempusakai ialah ahli waris yang
mempunyai sebab-sebab mempusakai, memenuhi syarat-syarat mempusakai serta
tidak terdapat penghalang untuk mempusakai.** Selain hak untuk menerima waris,
ahli waris juga mempunyai kekuatan untuk menghalangi ahli waris lain yang
telah ditentukan untuk memperoleh harta tinggalan pewaris.

Kelompok ahli waris yang harus dan selalu mendapatkan bagian ada enam,
dan para pakar ilmu waris menyebut mereka dengan istilah anak-anak (1bndni),
orangtua (abawdni), suami isteri (::c.ng,ia?m)."5 Sedangkan ahli waris yang tidak
menerima bagian adalah ahli waris yang terhalang karena adanya mawdni ‘ul irtsi
yang kemudian disebut mahrum atau mamnu’, atau ahli waris yang terhalang
karena ada ahli waris lain yang lebih berhak yang disebut mahjub.*®

Jika dilihat dari sisi akibat hukumnya, aturan tersebut sama dengan aturan
mawdni 'ul irtsi yaitu dengan adanya hajib maka ahli waris tidak mendapat harta
tinggalan yang dibagi dan adanya mawdni’ maka ahli waris juga tidak

mendapatkan harta tinggalan yang dibagi.

4 Eatchur Rahman, Hlmu Waris..., him. 439,

5 Mereka adalah anak laki-laki. anak perempuan, bapak. ibu. suami dan istri. Muhammad
Ali Ash Shabuni. Hukum Waris Menurut Al-Qur’an... hlm, 97

* Suparman Usman & Yusuf Somawinata, Figéh..., hlm. 93,
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Hijab menurut bahasa berarti man'w; menghalangi, mencegah. ¥
Maksudnya adalah terhalangnya seseorang tertentu dari semua atau sebagian
warisannya karena adanya orang lain. Hijab juga berarti ‘penghalang’ atau
‘penggugur’. Firman Allah menyatakan,

Artinya: “Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar
tertutup dari rahmat Tuhan mereka.”

Dalam bahasa Arab juga dikenal kata hijab yang bermakna ‘penjaga pintu’,

disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa ijin

untuk menemui penguasa atau pemimpin. ¥ Ushul figh mendefinisikan

penghalang sebagai sesuatu yang dengan adanya dia menyebabkan tidak adanya

hukum, atau tidak adanya sebab bagi hukum.*°

Menurut istilah, hifab berarti terhalangnya ahli waris menerima warisan,
baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian karena adanya ahli waris lain
yang lebih berhak menerima warisan. °' Sedangkan pengertian hijab menurut
kalangan ulama faraid ialah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris,
batk secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang
lebih berhak untuk menerimanya.

Al-Sayyid Syarif dalam kitabnya Syarhu al-Sirajiyah yang dikutip oleh

Fatchur Rahman mengemukakan hijab secara definitis yaitu:

 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, jilid 14, (Bandung: PT Alma’arif, 1), him. 286.

® Qs. Al-Mutaffifin (83) : 15, Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum Kuffar yang
pada hari akhir nanti mereka benar-benar akan terhalang, tidak dapat melihat Tuhannya.

“® Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris..., him. 76

% amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta : Logos Wacana llmu, 2005),
him. 371.

51 Muhammad AL Ash-Shabuni, Hakum Waris..., him. 96.
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P v a5 3 ~n ¥ oo

Artinya: Tertutupnya seorang ahli waris tertentu dari mempusakai, baik

terhalang seluruh ataupun sebagian hak penerimaannya, lantaran
terwujudnya seorang ahli waris lain.

Sayyid Sabiq juga memberikan definisi hijab sebagai berikut:

,.-[ s, @ 4 2 n oo

uaa.u.‘ap_}‘ 4oiany _,TdS J.I.Ausu.\a.nu.aua.m@a
Artinya: “Terhalangnya seseorang terfentu unfuk menerima warisan, baik
seluruhnya maupun sebagiannya, karena adanya orang (ahli waris)

lain.”
Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan hijab adalah terhalangnya seorang ahli waris yang mempunyai sebab-
sebab pewarisan atas ahli waris lainnya yang mempunyai sebab-sebab pewarisan,

seluruh maupun sebagiannya, baik ia dalam keadaan menerima bagtan maupun

dalam keadaan terhijab.

. Macam-Macam Hijab

Dalam ilmu Faraidh, ada dua macam hijab vyaitu hijab nugshan dan hijab
hirman. Berikut akan dijelaskan mengenai hijab tersebut.
1. Hijab Nugshan
Hijab nugshan adalah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris
karena adanya orang lain. ** Dengan adanya hijab nugshan maka

mengakibatkan bagian orang yang terAijab menjadi lebih kecil dari

52 Fatchur Rahman, Hmu Waris..., him. 440,
% Sayyid Sabiq, Fighussunnah, jilid 3. (Beirut: Dar al-Fikr. 1412 H/1992 M). him. 427,
5 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, him. 286.
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bagiannya sebelum terhijab. >’

Seperti seorang suami terhalang
mendapatkan % bagian warisan menjadi ¥ bagian karena adanya keturunan
dari istri yang dapat mewarisi; istri terhalang mendapat % bagian warisan
karena ada keturunan dari suami maka ia hanya mendapatkan 1/8 bagian.
Demikian pula ibu tidak mendapat 1/3 bagian tetapi hanya 1/6 karena

terhijab oleh saudara-saudara.
Ayat-ayat berikut adalzah yang mengatur mengenai sijab nugshan. Allah

Swt berfirman sebagai berikut:
36§30 4 1S 8 B 96 450 485, 4 K 2
56...:.}"3:-"1‘

Artinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapalkmnya saja, maka ibunya mendapat sepertiga.
Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka
ibunya mendapat seperenam.”

Kandungan makna dari ayat ini di antaranya menetapkan ibu mendapat 1/3

bagian apabila tidak ada anak, tetapi dalam bunyi ayat sebelumnya

disebutkan ibu mendapat 1/6 bagian karena ada anak. Sehingga dapat

dikatakan bahwa ibu sebagai ahli waris tersijab nugshan dari 1/3 menjadi

1/6 karena adanya anak juga karena adanya dua orang saudara atau lebih >’

Allah Swt juga mengatur tentang hak waris suami yang terdapat dalam

firman-Nya:

% Fatchur Rahman, fimu Waris..., him. 434,
%6 s, An-Nisa {(4) : 11.
¥ Achinad Kuzarni, Sistem Asabah... him. 103, 104,
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emfﬁbslulsu‘-“ﬂjuéusde]u‘esbj‘—"f‘-ﬂ iy AT
..usy‘-m“"ql‘

Artinya:  “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak,
Jika istri-idivimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkan.”

Ayat ini menunjukkan adanya aturan pijab nugshan mengenai bagian suami

dari ¥ menjadi Y karena adanya anak. Bunyi ayat selanjutnya juga

menetapkan mengenai bagian istri dari Y% menjadi 1/8 karena ada anak.

Hijab nugshan terjadi pada lima ashabul furudh, yang mendapatkan dua

bagian untuk masing-masing baik yang lebih tinggi derajatnya maupun
yang lebih rendah.>® Mereka adalah:

a.Suami, terhijab dari Y2 bagian menjadi 4 bagian karena adanya
keturunan dari istri yang dapat mewarisi;

b. Istri terhijab dari Y% bagian menjadi 1/8 bagian karena adanya
keturunan dari suami baik dari dirinya sendiri ataupun dari istri
suaminya yang lain,

c.Ibu terfjab dari 1/3 menjadi 1/6 karena adanya keturunan yang dapat
mewarisi, baik laki-laki, seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki
pancar laki-laki; maupun perempuan, seperti anak perempuan dan

cucu perempuan pancar laki-laki; juga karena adanya dua orang atau

* Qs. An-Nisa (4) : 12.

% Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris, Cet. 1. alih bahasa. (Jakarta: Senayan Abadi
Publishing. 2004), him. 281, Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, judul asli:
Ahkamul-Mawarits fil-Fighil Islami. (Mesir: Makiabah ar-Risalah ad-Dauliyvah. 2000-2001).
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lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berasal dari
jalur mana saja.

d. Cucu perempuan pancar laki-laki terhijab dani 2 menjadi 1/6 karena
adanya anak perempuan kandung atau karena adanya cucu
perempuan dari anak laki-laki yang tertinggi derajatnya (jika ia
bukan anak perempuan kandung).

e.Saudara perempuan seayah terhijab dari 2 menjadi 1/6 karena adanya
saudara perempuan sekandung, ®

Mengenai hijab nugshan, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa hijab

nugshan tidak berlaku bagi ahli waris selain kelima ashabul furudh tersebut.
Sedangkan menurut pendapat ulama figh lainnya khususnya Syafi’iyyah
dan Hanabilah, hijab nugshan dapat terjadi kepada semua ahli waris yang
berjumlah tujuh, vaitu empat ahli waris dengan sebab al-intigal

(perpindahan) dan tiga dengan sebab al-izdiham (terlaiu banyak).*'

. Hijab Hirman

Hijab hirman adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk
memperoleh seluruh bagian karena adanya ahli waris yang lain.%? Seperti
terhijabnya saudara laki-laki karena adanya anak laki-laki, kakek yang
terhalang karena adanya bapak, dan cucu laki-laki pancar laki-laki yang
terhalang karena adanya anak laki-laki.

Aturan mengenai hijab hirman dapat diperoleh dalam kajian ayat al-

Qur’an, sebagaimana firman Allah Swt:

% Fatchur Rahman, Hmu Waris..., him. 444,
S Addys dan Fatchurrahman, Hukem Waris, hlm. 280.
52 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah.... him. 286-287.
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@ Ty AU Wb

Artinya: “Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh haria
sandara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa saudara laki-laki sebagai ahli
waris tidak akan mendapat bagian apabila masih ada anak. Sedangkan
dalam firman yang lain, bukan kata “lam yakun laha walad” yang
digunakan tetapi dengan menggunakan kata “kalalah” yang bunyi ayatnya

sebagai berikut:

Cege aaly (KB Laad ' 21 48, 81500 38 &5, 5 080, U8 .
64wl

Artinya: “Jika seseorang meninggal baik ia laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah an tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara
perempuan seibu, maka bagi masing-masing mereka itu
seperenam.”’

Maksud dari ayat tersebut yaitu saudara laki-laki maupun perempuan
seibu mendapat 1/6 bagian apabila tidak ada ahli waris yang menghijab
(tidak ada ayah dan anak).®’

Para ahli waris dalam hijab hirman terbagi menjadi dua kelompok,
yaitu:

a. Ahli waris yang tidak pemah terhalang secara pijab-hirman. Mereka

berjumlah enam orang yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan tiga

5% Qs. An-Nissa (4) : 176.
* Qs. An-Nissa (4) : 12.
5% Achmad Kuzari, Sistem Asabah.... hlm. 102
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orang perempuan. Tiga orang laki-laki yang dimaksud ialah ayah,
anak laki-laki, dan suami. Sedangkan tiga perempuan yang dimaksud
terdiri dari ibu, anak perempuan, dan istri. Para ulama mazhab sepakat
bahwa keenam orang tersebut tidak pernah terhalang secara hijab
hirman karena mereka memiliki hubungan kekerabatan paling dekat
dengan si mayit karena nasab atau nikah dan bukan dari keturunan
orang lain.%

b. Ahli waris yang terhalang secara hijab-hirman. Mereka adalah para
ahli waris yang tersisa (selain dari enam orang tersebut) yang terdiri
dari tujuh orang, yaitu kakek, nenek, cucu laki-laki dari anak laki-laki,
cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki dan saudara
perempuan kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan
sebapak dan anak-anak ibu.%

Jika diperinci, ahli waris yang terhalang secara hijab-hirman ada 19
orang yang terdiri dari dua belas ahli waris laki-laki dan tujuh ahli waris
perempuan. Ahli waris laki-laki tersebut adalah®®;

1)  Kakek dan generasi diatasnya, terhalang oleh bapak atau kakek yang

lebih dekat hubungannya dengan pewaris.

2)  Cucu laki-laki pancar laki-laki, terhalang oleh anak laki-laki, bapak,

atau oleh pamannya.

6 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i,
Hambali, penerjemah: Masykur, Aflif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 19. (Jakarta: Lentera,
2007}, hlm. 568,

6" Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris..., hlin. 283.

% Quparman Usman & Yusuf Somawinata. Figih..., hlm. 96-97,
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Saudara laki-laki sekandung, terhalang oleh anak laki-laki, cucu
laki-laki pancar laki-laki, atau bapak.

Saudara laki-laki sebapak, terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-
laki pancar laki-laki, bapak, atau saudara laki-taki sekandung,
Saudara seibu, terhalang oleh bapak, kakek, anak (laki-laki maupun
perempuan), atau cucu (laki-laki maupun perempuan dari pancar
laki-laki).

Anak saudara kandung, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-taki
dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung atau saudara
sebapak.

Anak saudara sebapak, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki
dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara
sebapak, atau anak saudara kandung,

Paman sekandung, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki dan
cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara sebapak,
anak saudara kandung, atau anak saudara sebapak.

Paman sebapak, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki dan
cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara sebapak,
anak saudara kandung, anak saudara sebapak, atau paman kandung.
Anak paman kandung, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki
dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara
sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, paman

kandung, atau paman sebapak.
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11) Anak paman sebapak, terhalang oleh bapak, kakek, anak laki-laki

dan cucu laki-laki pancar laki-laki, saudara kandung, saudara
sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, paman

kandung, paman sebapak, atau anak paman kandung.

12) Al-Mu’tiq (orang laki-laki yang memerdekakan budak), terhalang

oleh ‘ashabakh nasab.

Sedangkan ahli waris perempuan yang terhalang secara hijab-hirman

adalah sebagai berikut®:

1

2)

3)

4)

%)

Nenek dari bapak, terhalang oleh bapak, ibu atau nenek dari pihak
bapak maupun ibu yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris.
Nenek dari ibu, terhalang oleh ibu atau nenek dari pihak ibu yang
hubungannya lebih dekat dengan pewaris.

Saudara perempuan kandung, terhalang oleh bapak, anak laki-laki,
atau cucu laki-laki pancar laki-laki.

Cucu perempuan pancar laki-laki, terhalang oleh anak laki-laki atau
dua orang anak perempuan atau lebih yang mendapatkan bagian 2/3.
Saudara perempuan sebapak, terhalang oleh anak laki-laki, cucu
laki-laki pancar laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, atau
saudara perempuan sekandung yang menjadi penerima ‘ashabah
ma’al ghair, atau dua orang (atau lebih) saudara perempuan

sekandung yang mendapatkan bagian 2/3.

% Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris..., him. 285,
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6)  Saudara perempuan seibu, terhalang oleh bapak, kakek, atau seluruh
keturunan yang mewarisi baik laki-laki maupun perempuan.

7) Perempuan yang memerdekakan budak, terhalang oleh ‘ashabak
nasab karena nasab lebih kuat daripada memerdekakan budak.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa anak laki-laki dan anak
perempuan merupakan ahli waris yang tidak terkena hijab baik hijab-
nugshan maupun hijab-hirman. Sedangkan bapak, ibu, suami, dan istri
adalah ahli waris yang tidak pernah terkena hijab-hirman.”

Pada umumnya, ahli waris yang dapat menghijab ahli waris lainnya
adalah ahli waris laki-laki, kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan anak
laki-laki paman sebapak. Sedangkan ahli waris perempuan yang dapat
menghijab hanya ada tiga orang, yaitu: anak perempuan (menghijab
saudara laki-laki seibu atau perempuan seibu, baik ia sendirian maupun dua
orang atau lebih; dan menghijab cucu perempuan pancar laki-laki, apabila
anak perempuan tersebut dua orang atau lebih), dan saudara perempuan
sekandung serta saudara perempuan secbapak apabila mereka sebagai
‘asabah ma’al ghair.

Dalam kelompok ahli waris yang terhalang secara hijab-hirman terdapat
beberapa kaidah yang berlaku. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah
sebagai berikut’":

a. Setiap orang yang dipertalikan nasab dengan si mayit melalui

perantara, maka yang menjadi penghalangnya adalah si perantara

"® Suparman Usman & Yusuf Somawinata, Figih..., him. 938,
" Faichur Rahman, fints Waris..., him. 443
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tersebut. Seperti cucu laki-laki pancar laki-laki terhalang oleh anak

laki-laki, kecuali anak ibu dimana mereka dapat mewarisi bersama-

sama ibunya karena ibu tidak dapat memiliki seluruh harta

peninggalan. Ketentuan ini merupakan ijma’ para ulama.”

=

Ahli waris yang dekat menghijab ahli waris yang jauh, bila tidak ada

penghalang. Seperti ketentuan untuk menyempurnakan 2/3 dalam

masalah seorang anak perempuan mewarisi bersama dengan cucu

perempuan pancar laki-laki. Apabila mereka mempunyai kedudukan
atau derajat yang sama, maka dilakukan farjih (seleksi) dengan
kekuatan hubungan kekerabatannya, seperti saudara laki-laki
sekandung menghalangi saudara laki-laki seayah.”
As-Shabuni mengadakan klasifikasi dengan membagi hijab menjadi dua
bagian’*, yaitu:

1. Hijab bil washfi (terhalang karena sifat/julukan), hal ini berarti
seorang ahli waris terhalang mendapatkan waris secara keseluruhan
karena adanya predikat tertentu yang melekat padanya, seperti
pembunuh, berlainan agama atau murtad. Bagian int sudah jelas
hukumnya dalam ilmu kewarisan sebagai hal-hal yang menghalangi
seseorang mendapatkan warisan (mawdni ‘ul irtsi). Kebanyakan ulama
tidak menggunakan istilah hijab bil washfi cukup dengan

menggunakan istilah mawdni ‘ul irtsi.

"2 Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris..., him. 287.
3 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah,hlm. 287.
7 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Huekum Waris..., him. 96.
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2. Hijab bi asy-syakhsi (terhalang karena orang lain), yaitu gugurnya hak
waris seseorang karena adanya orang lain yang lebih berhak untuk
menerima harta peninggalan pewaris. Hijab bi asy-syakhsi terbagi
menjadi dua, yaitu :

a. Hijab Nugshan (pengurangan hak), yaitu penghalangan terhadap
hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak
karena adanya anak”. Misalnya penghalangan terhadap hak waris
ibu yang seharusnya mendapatkan 1/3 menjadi 1/6 disebabkan
pewaris mempunyai keturunan (anak).

b. Hijab Hirman, yaitu seseorang yang terhalang sama sekali untuk
mendapatkan waris karena ada yang lebih berhak menerima waris
darinya, seperti hak waris kakek terhalang oleh ayah, hak waris
cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, nenek terhalang oleh
ibu,dan seterusnya.

C. Perbedaan antara Mahrum dan MahJub

Dalam hukum pewarisan, terdapat perbedaan yang tipis antara pengertian
maprum dan mahjub.

Maprum (orang yang diharamkan mempusakai) adalah seseorang yang
terhalang mewarisi karena ada salah satu penghalang, seperti pembunuhan atau
berbeda agama.”® Apabila seseorang yang cakap untuk mempusakai tetapi karena
ia membunuh ayahnya, maka hak dan kecakapannya untuk mewarisi hilang sama

sekali meskipun masih ada sebab-sebab mewarisi yaitu nasab. Keharaman

7S Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Figh..., hlm. 173,
"6 Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris..., him. 277
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mahrum bersifat abadi selama mamimya (penghalangnya) belum hilang 7

Keadaan ini membuat keberadaan orang yang membunuh seolah-olah tidak ada
bagi ahli waris lainnya sehingga tidak dapat menghijab ahli waris lain.

Sedangkan mahjub adalah suatu keadaan dimana seorang ahli waris
terhalang untuk mewarisi karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dengan
pewaris.”® Misalnya seorang kakek tidak dapat mewarisi karena ada bapak, dalam
hal ini peluang kakek untuk mendapatkan warisan tertutup tetapi tetap dianggap
ada karena apabila tidak ada bapak maka kakek mempunyai peluang untuk
menerima warisan,

Perbedaan antara mahrum dan mahjub menurut pendapat Sayyid Sabiq
dijelaskan dalam dua hal berikut™:

1. Mahrum sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang
membunuh orang yang mewariskan. Sedangkan mahjub berhak
mendapatkan warisan, akan tetapi terhalang karena adanya orang lain
yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan,

2. Orang yang mahrum dari warisan tidak mempengaruhi orang lain, maka
dia tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dianggap seperti tidak
ada. Sedangkan orang yang mahjub terkadang menghijab orang lain,

baik dengan hijab-hirman maupun hijab-nugshan.

7" Fatchur Rahman, fimu Waris..., him. 439,
8 Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris..., him. 279,
" Sayyid Sabig, Figh Sunnah,him. 287,
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Fatchurrahman juga mengemukakan perbedaan antara mahjub dan maprum
dilihat dari dua segi, yaitu sebagai berikut*:
1. Ketiadaan menerima harta peninggalan.
a. Pada mahjub, terhalangnya menerima harta peninggalan karena ada
ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya darinya.
b. Pada mahrum, terhalang karena adanya salah satu dart mawdni 'ul
irtsi.
j 2. Ketiadaan cakap bertindak.

a. Pada mahjub, ketiadaan cakap bertindak hanya dalam hal
mempusakai saja. Adapun kecakapan untuk menghijab ahli waris
lainnya masih ada meskipun ia juga dikijab oleh orang lain.

b. Pada mahrum., ketiadaan cakap bertindak bagi mahrum bersifat
menyeluruh. Tidak hanya untuk memperoleh harta peninggalan saja,
tetapi juga untuk mempengaruhi ahli waris lain dalam hal
penghijaban.

D. Filosofi Ajavan Mawani’ul-Irts
Kewarisan telah ada pada masa Rasulullah Saw. dan para khalifah
sesudahnya. Hanya saja semasa hidup Rasulullah Saw. semua permasalahan yang
ada diserahkan kepada beliau dan kemudian beliau meminta petunjuk dari Allah
Swt. untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi setelah beliau meninggal,
maka orang-orang akan mengadukan permasalahan mereka kepada khalifah pada

waktu itu. Hal tersebut dapat dilihat dari dua peristiwa berikut, di mana khalifah

80 Eatchur Ralunan, fmu Waris..., him. 441,
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memutuskan suatu masalah dengan tetap memegang teguh ajaran Islam dan
berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

Syaidina Umar bin Khattab r.a. pernah memutuskan perkara kewarisan
harta tinggalan Ibnu Qudamah yaitu memberikan diyah kepada bapaknya dengan
alasan karena telah membunuh sehingga tidak mendapatkan bagian sama sekali.
Hal tersebut tidak ditentang oleh siapapun di kalangan sahabat pada waktu itu.
Beliau memberikan hak kewarisan tinggalan almarhum kepada saudaranya. Ibnu
Qudamah mempunyai seorang ayah yang semestinya adalah ahli waris yang
terdekat dan menghijab saudara, tetapi ayahnya tersebut tidak mendapatkan hak
karena telah terbukti menjadi pembunuh Ibnu Qudamah.®'

Pada masa Muawiyah memerintah sebagai khalifah, pernah dilaksanakan
dalam praktek, meskipun berbeda agama tetap saja hak kewarisan mereka
diberikan. Para gadi diperintah agar menyerahkan bagian waris mereka walaupun
berbeda agama. Tetapi pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menjabat sebagai
khalifah, praktek tersebut dilarang dan diberlakukan hukum sesuai dengan yang
telah disepakati oleh ulama.®? Hal tersebut didasarkan pada dalil dari hadits

Rasululiah Saw. yang antara lain diriwayatkan oleh Usamah berikut :

alusall & p Y JU alug adde Al o Lol e 3 i Wl e
aluall iKY 5 8 1<)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW. bersabda: “Orang Islam itu
tidak mewarisi orang Islam.”

% Ibid him. 86.

8 Achmad Kuzari, Sistem Asabah.... hlm, 27.

5 Al-Syaukani, Nail al-Authar, iz 6, (Lebanon: Dar al-Jaid. 1973 M). him. 192. Hadits
tersebut diriwayatkan oleh Jama’ah kecuali Muslim dan an-Nasa’i.
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Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa praktek penerapan
penghalang mewarisi (mawdni ul irtsi) telah terjadi sejak masa Rasulullah Saw.
dan khalifah-khalifah sesudahnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa
pembunuhan dan berlainan agama menjadi penghalang seseorang untuk saling

mewarisi.



BAB III

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI MENURUT

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
A. Penghalang Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan pembaharuan dalam hukum Islam di
Indonesia yang bersumber pada berbagai kitab figh yang ditulis oleh ulama figh
sebelumnya dan salah satunya membahas mengenai hukum kewarisan. Meskipun
Kompilasi Hukum Islam tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan,
namun dijadikan sebagai pedoman dalam berperkara di Pengadilan Agama.™ Hal
ini sejalan dengan tujuan dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk
dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan
wewenangnya.™

Sumber utama dari penyusunan Kompilasi ini adalah Hukum Kewarisan
Islam yang selam ini bernama Figh Mawaris atau Faraid.*® Selain itu, sumber
lainnya adalah hukum per-Undang-Undangan tentang kewarisan adat yang
terdapat pada BW yang masih berlaku saat ini, meskipun dalam ketentuan KHI

tidak terdapat perumusan yang bersifat kompromistis dengan ketentuan nilai

hukum-hukum adat ¥’

1 (Cik Hasan Bisri et.al. Kompilasi Hukum..., him. 14,
¥ guhrawardi. Komis Simanjutak. Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika. 1995).

him. 18.
86 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan.... him. 327,

% ik Hasan Bisri ct.al. Kompilasi Hukum..., him. 66
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Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewarisan diletakkan dalam buku II
dengan judul “Hukum Kewarisan” yang terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal.
Kerangka sistematikanya sebagai berikut:*

Bab I : Ketentuan Umum, memuat penjelasan singkat tentang kata-kata
penting yang dimuat dalam buku II (pasal 171).

Bab II . Ahli Waris (pasal 172 - 175).

BabIIl  : Besarnya bagian (pasal 176 - 191).

BabIV  : Aul dan Rad (pasal 192 - 193).

BabV : Wasiat (pasal 194 - 209).

Bab VI  : Hibah (pasal 210 - 214).

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan
yang diatur dalam KHI berpedoman pada garis-garis hukum fara’id. Asas gath’i
agak dominan dalam perumusannya, karena hampir seluruhnya mempedomani
garis rumusan nash yang terdapat dalam al-Qur’an, akan tetapi dalam sistem
penerapannya secara umum sangat dipengaruhi oleh alam kehidupan Indonesia. ®

Penghalang waris yang diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,
format dan substansinya sedikit berbeda dengan figh, dengan rumusan sebagai
berikut:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pada pewaris;

8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum... hlm. 77,
8 ik Hasan Bisri et.al, Kompilasi Hukum..., him. 66.
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b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.>®

Dalam anak pasal a. disebutkan pembunuhan menjadi penghalang seseorang
mewarisi. Hal tersebut sejalan dengan figh. Tetapi mengenai fitnah sebagai
penghalang mewarisi masih dipertanyakan, baik itu pengertian dari fitnah juga
alasan mengapa fitnah mejadi salah satu penghalang mewarisi.

Dari pernyataan pasal 173 ayat b. tersebut, dapat diambil sebuah pengertian
khusus tentang fitnah yaitu keadaan seseorang di mana dia telah dijatuhi putusan
oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dia
dipersalahkan telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan
suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat
daripadanya. Pengertian tersebut lebih tepat kepada yang dimaksud dalam
konteks ini, karena tidak semua penyebaran berita bohong dalam rangka
menghancurkan nama baik seseorang lantas dipandang sebagai fitnah. Hal ini
hanya terbatas dalam bentuk yang formal, yaitu seseorang yang telah menuduh
orang lain melakukan kejahatan besar, dengan cara mengajukan dan
menggugatnya ke Pengadilan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau
yang lebih berat daripadanya”, sedangkan tuduhan tersebut adalah bohong dan
palsu. Hal ini terbukti dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan

hukum tetap yang mempersalahkan orang tersebut karena memfitnah. Dengan

* Departicmen Agama RI., Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakana: Ditbinbapcra
Islam Ditjen Binbaga Islam, 2000), hlm. 82.
9 Misalnya hukuman mati atan hukunan seumur hidup.
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demikian, segala macam fitnah belum tentu dipandang sebagai fitnah menurut
Kompilasi Hukum Islam,

Pasal tersebut menyatakan bahwa fitnah mempunyai sanksi dunia, yaitu
menyebabkan seseorang terhalang mewarisi dari orang yang difitnahnya (pewaris)
meskipun ia berhak mendapat waris. Di samping itu juga terdapat sanksi dosa
yang tidak dipermasalahkan tetapi sepenuhnya diserahkan kepada Allah Swt.
Dari pasal tersebut juga dapat dipahami bahwa penetapan hukum yang dilakukan
oleh ulama Indonesia menempatkan nilai kebersalahan dalam fitnah itu lebih
berat dari apa yang ditetapkan oleh ulama klasik. Karena dalam kajian ulama
kiasik tentang fitnah, mereka hanya menempatkannya sebagai perbuatan dosa
yang berakibat kepada sanksi akhirat semata, sedangkan sanksi dunia tidak
pernah dibicarakan. Meskipun fitnah telah menimbulkan akibat yang fatal bagi
seseorang, sekaligus menguntungkan pihak-pihak tertentu ataupun sebaliknya,
namun hal tersebut tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak kabi
min Allah semata.”?

Dari uvraian tersebut, penulis kemudian menginterpretasi dengan “fitnah”
yang dipandang sebagai salah satu alasan yang dijadikan penghalang mewarisi

adalah sebagai berikut :

%2 Dirjen Binbaga Islam, Ditpinbapera Islam. Mimbar Hukum ..., him. 29.
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1. Fitnah adalah kasus pidana

Fitnah dinyatakan sebagai kasus pidana bukan kasus perdata. Hal ini
sebagaimana disebutkan dalam pasal 317 KUHP Buku Kedua tentang
Kejahatan, dengan redaks: sebagai berikut:”

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan

palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,
tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang,
diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.”

Dari pasal tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa fitnah adalah salah
satu tindak pidana yang dapat diancam hukuman selama-lamanya empat
tahun.” Lebih jelas lagi bahwa fitnah itu sebagai kasus pidana dengan
adanya pencantuman sanksi hukuman penjara empat tahun, karena hanya
kasus pidana saja yang mempunyai sifat dapat dijatuhi hukuman badan
seperti penjara, sedangkan untuk kasus perdata hanya mempunyai sanksi
yang bersifat sekedar kewajiban menunaikan suatu prestasi. > Dengan
demikian maka jelas bahwa fitnah itu akan diproses sesuai dengan
ketentuan pidana.

Sejalan dengan kesepakatan bahwa fitnah adalah kasus pidana, maka
pasal yang nmengatakan “dipersalahkan secara memfitnah telah
mengajukan pengaduan “ maksudnya adalah orang yang bersangkutan

tidak harus datang secara langsung ke Pengadilan untuk mengajukan

%3 Mogljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jakarta: PT Bumi Aksara.

2007), hlm. 116.
% Sugandhi, KUHP, him. 337,
9 abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. Ke-3. (Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti. 1998). him. 28.
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tuntutannya, tetapi menyalurkannya melalui pihak kepolisian kemudian dari
pihak kepolisianlah yang melimpahkan perkaranya ke pihak Kejaksaan.
Karena orang yang bertindak sebagai penuntut dalam kasus pidana adalah
Jaksa Penuntut Umum, sedang orang yang mengajukan pengaduan tadi
paling tinggi hanya bertindak sebagat saksi di Pengadilan. Dengan
demikian, apabila ada orang yang telah mengadukan orang lain kepada
pihak kepolisian, maka hal itu dapat berakibat fitnah, bila ternyata

pengaduannya tersebut tidak terbukti kebenarannya.

. Kasus yang diajukan bersanksi huknman penjara lima tahun atau

yang lebih berat daripadanya

Berkaitan dengan masalah putusan berapa lama vonis Pengadilan atas
kasus fitnah yang diajukan tidak menjadi persoalan, tetapi yang terpenting
adalah mengenai ketentuan sanksi pidana yang tertera di dalam pasal-pasal
KUHP yang menyatakan bahwa hukuman yang diancam kepadanya adalah
penjara lima tahun atau lebih berat daripadanya. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa kasus yang diajukan tersebut tergolong kategori pidana
berat.

Kasus-kasus yang bersanksi hukuman lima tahun penjara atau yang
lebih berat daripadanya tersebut banyak sekali contoh dan jenisnya, di
antaranya sebagai berikut’:

a) Kasus makar; hal ini dapat diancam dengan sanksi pidana mati, atau

penjara seumur hidup.

% Sygandhi, K. U.H.Pidana, him. 332-335.
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d)

e)
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Kejahatan terhadap ketertiban umum; orang yang menyatakan di muka
umum tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghianatannya
terhadap Pemerintah Republik Indonesia dapat diancam hukuman
penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Sumpah palsu dan saksi keterangan palsu; diancam dengan hukuman
penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Melarikan wanita di bawah umur tanpa izin orang tua/wali; perbuatan
tersebut diancam hukuman tujuh tahun penjara.

Melarikan wanita dengan tipu daya, kekerasan atau dengan ancaman,
pidana ini dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara.

Dengan sengaja/melawan hukum menahan seseorang (merampas

kemerdekaan seseorang); diancam hukuman delapan tahun penjara.

. Hanya dengan mengajukan pengaduan saja telah dapat dipandang

sebagai fitnah

Redaksi pasal yang berbunyi “mengajukan pengaduan” dapat diartikan

bahwa hanya dengan mengajukan kasus bohong saja secara sengaja kepada

pihak kepolisian telah dapat dipandang sebagai fitnah. Oleh karena itu,

fitnah bisa saja telah terbukti sejak awal, baik saat dilakukan pemeriksaan

oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, atau pemeriksaan Pengadilan bahkan

dengan putusan Pengadilan sehingga orang yang difitnah tersebut

dibebaskan oleh Pengadilan karena tidak terbukti melakukan kesalahan

sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.
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Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila fitnah tersebut baru dapat
terbukti pada masa yang lama sesudahnya, dalam hal ini orang yang
difitnah itu telah menjalani masa hukumannya baik seluruhnya ataupun
sebagian. Kemudian melalui upaya “Peninjauan Kembali” diketahui bahwa
putusan Pengadilan terdahulu yang mengakibatkan orang yang
bersangkutan dihukum dalam kasus pidana adalah salah. Oleh karena itu,
maka orang tersebut berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang
mengajukan pengaduan, dan rehabilitasi nama. Dengan demikian dapat
dipahami bahwa adanya kepastian tentang kesengajaan (niat) untuk
mengajukan berita bohong kepada pihak yang berwenang menjadi ciri khas

dari fitnah itu sendiri.

. Fitnah hanya dapat dibuktikan dengan putusan hakim yang

berkekuatan hukum yang tetap

Yang dimaksud dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang
tidak ada kesempatan lagi menggunakan upaya hukum biasa untuk
melawan putusan tersebut.”” Dengan demikian dapat dipertegas lagi bahwa
keputusan tersebut telah dapat dijalankan secara paksa.

Apabila dihubungkan kepada pembicaraan mengenai fitnah sebagai
penghalang mewarisi, maka tidak cukup hanya sekedar menyatakan bahwa
fitnah tersebut telah terbukti sebagai berita bohong. Tetapi hal tersebut

harus melalui gugatan balik dari orang yang telah difitnah atau ahli

97 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdaa..., him. 174-175.
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warisnya, atau orang lain yang berkepentingan agar kemudian diproses oleh
Pengadilan sehingga ada keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah karena telah
memfitnah. Setelah adanya putusan hakim maka orang tersebut dapat
dinyatakan terhalang mewarisi dari orang yang difitnahnya dan putusan
hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi bukti mengenai
kebenaran tentang adanya fitnah tersebut.

\“B Penghalang Mewarisi Menurut Figh

Penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan

hak seseorang untuk mewarisi setelah adanya sebab-sebab dan syarat-syarat
mewarisi.”® Jadi, yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli
waris) yang mempunyai sebab mewarisi tetapi ia melakukan tindakan yang

menggugurkan haknya sebagai ahli waris untuk mewarisi. Dengan demikian,

definisi di atas berarti meniadakan hukum, dan seseorang dapat terhalang karena
keberadaan ahli waris yang lain.”

Penghalang mewarisi menurut figh klasik secara umum ada empat macam
yaitu membunuh, berbeda agama, hamba dan berbeda negara.lo') Pembunuhan,
perbudakan dan berlainan agama telah disepakati oleh fugaha dan dinamakan

dengan mawdni’ '®' Hal tersebut sebagaimana ungkapan berikut ini -

% Fatchur Rahman, fimu Waris..., hlm. him. 83.

% Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris..., him. 46.

190 patchur Rahman, Timu Waris, him. 83.

101 Addys dan Fatchurrahman, Hiukum Waris..., him. 46. Lihat juga dalam Amir
Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, him. 193.
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102@1}@&1‘&%&‘3&3‘ ﬁ&)ﬁl e‘_}n

Artinya: Yang mencegah pewarisan itu adalah pembunuhan, perbedaan agama,
dan perbudakan.

Sedang Imam Abu Hanifah menambahkan satu hal yaitu berbeda negara yang

disampaikan dengan ungkapan sebagai berikut :
1034 gl g ppall EDEAN 5 (5 g SN ; Aayf ABEal il gl

Artinya: Penghalang mewarisi itu secara hakikat ada empat macam, yaitu
pembunuhan, perhambaan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.

Pembahasan mengenai penghalang mewarisi tersebut akan dijelaskan dalam
uraian berikut :
1. Pembunuhan
Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang
lain baik secara langsung atau tidak langsung. 194 perbuatan membunuh
yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi
penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Hal ini

berdasarkan hadits,

losm&mi PR,

Artinya: Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikitpun.

Tinjauan kemaslahatan menghendaki pembunuh tidak mewarisi agar

h 106

orang banyak tidak mengambil warisan dengan jalan membunu Alasan

192 Taqiyuddin, Kifapat al-Akhyar, him. 18.
103 \fyhammad al-Khatib al-Syarbaini, Mughni..., him. 26.

'% Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris..., Kim. 56.

195 A}-Syaukani, Nail al-Authar. him. 73. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-

Nasa'l dari Umar ibn Syu’aib.
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yang mendasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan
orang yang dibunuh karena seorang pembunuh kadang bertujuan
mempercepat  kematian pewaris sehingga dapat mewarisi harta

peninggalannya dengan segera. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam

kaidah figh yang menyatakan:
10745 Lo oy B g 4l 51 J (080 Jaldd (4

Artinya: Barangsiapa tergesa-gesa teniang sesuatu sebelum masanya,
maka dia akan terkena sanksi berupa terhalangnya mendapatkan
sesuatu tersebut.

Dengan dasar ijtulah seorang pembunuh tidak mendapatkan hak
pewarisan. Hal tersebut seperti kasus terhalangnya seseorang yang
membunuh pamannya dalam kisah seekor anak sapi, sebagaimana firman
Allah Swt.:

1087+) gl ?'.‘\“.S | &J;.’ﬁ Al g Lgd :;31:;\3\3 Clalls 2358

Artinya; “Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu

kamu saling menuduh lentang i, dan Allah  hendak
menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.”

Kisah ini mengandung hikmah bahwa jika seorang pembunuh dapat
memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya, maka setiap orang tentu

akan saling mendahului untuk membunuh kerabatnya agar dapat mewarisi

harta peninggalannya. 99 Hal ini juga serupa dengan apa yang pernah

106 [am Ghazali Said & Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqik Para

Mujtahid, Cet. Ke-2, (Jakarta; Pustaka Amani, 1423H/2002M). hlm. 433.

19" Muhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris..., hlm. 49.
%8 (3.§ Al-Baqarah (2) : 72.
199 pruhammad Al ash-Shabuni, Hukum Waris... him. 50.
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dilakukan oleh Syaidina Umar bin Khattab r.a., di mana beliau memutuskan
perkara kewarisan harta tinggalan Ibnu Qudamah yaitu memberikan diyah
kepada bapaknya dengan alasan karena telah membunuh sehingga tidak
mendapatkan bagian sama sekali. 1o

Pada dasarnya pembunuhan merupakan tindak pidana kejahatan,
namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang
sebagai tindak pidana sehingga tidak dipandang sebagai dosa,''! Di sisi
lainnya, membunuh adalah perbuatan dosa (suatu jarimah) yang sangat keji,
dan menurut akal pembunuhan tidak patut dibiarkan, sedangkan menurut
syara’ tidaklah patut melakukan pembunuhan agar dapat menguasai dan
memanfaatkan harta dan orang yang dibunuhnya.''?Oleh karenanya, maka
tidak selayaknya mengerjakan jarimah sebagai jalan untuk mencapai
nikmat dan memperoleh keuntungan.'"*

Untuk lebih memahami mengenai pengertian pembunuhan, maka
dapat dikelompokkan sebagai berikut:'"*
a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti:

1) Pembunuhan di medan perang

2) Melaksanakan hukuman mati

3) Membela jiwa, harta dan kehormatan.

'19 Fatchur Rahman, hrue Waris..., him. 86,

W guhrawardi Lubis, Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam. hlm. 54.
12 Dian Khairul Umam, Figih ..., hlm. 33.

13 N fyhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Figh..., him. 49).

"M Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan... hlm. 193-194.




45

b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana
kejahatan), seperti :
1} Pembunuhan dengan sengaja
2) Pembunuhan yang tidak sengaja
Meskipun para ulama figh telah menyepakati bahwa pembunuhan
merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi kemudian mereka
memperselisihkan macam pembunuhan yang menghalangi seseorang
mewarisi. Madzhab Syaft’iyyah berpendapat bahwa seluruh bentuk
pembunuhan dapat menghalangi seseorang mewarisi harta peninggalan.'”®
Sedangkan madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang
menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan yang bersanksi gishash
dan kaffarah, yang meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip
sengaja, pembunuhan karena silap dan pembunuhan dianggap silap.'*®
Imamiyah mengatakan bahwa barangsiapa yang membunuh
kerabatnya scbagai gishsash, atau untuk mempertahankan dirt, atau karena
perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan syara’,
maka pembunuhan seperti ini tidak menghalanginya untuk memperoleh
waris. Demikian pula dengan pembunuhan tidak sengaja,'!’
Pembunuhan yang menghalangi seseorang memperoleh warisan
menurut madzhab Malikiyyah adalah pembunuhan yang disengaja baik

secara langsung (mubasyarah) atau secara tidak langsung (fassabbub)

135 Addys dan Faichwrrahman, Hukum Waris... him. 57.
116 Earchur Rahman, fimu Waris, him. 87-89.
N7 p ruhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab ..., him. 547.
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karena adanya rasa permusuhan. "% Undang-Undang Warisan Mesir
mengambil pendapat ini dalam pasal 15, yang bunyinya: “Di antara
penyebab yang menghalangi pewarisan talah membunuh orang yang
mewarisi dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun
saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan
pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu

pembunuhan yang tidak benar dan tidak beralasan; sedang pembunuh itu

orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecualt kalau dia

melakukan hak membela diri yang sah,”'"

Pendapat dari madzhab Hambaliyyah, pembunuhan yang menjadi
penghalang mewarisi yaitu pembunuhan yang ditakukan tanpa alasan yang
hak, yakni pembunuhan yang dibebani sanksi gishash, kaffarah, diyat, dan
ganti rugi, seperti. pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja,
pembunuhan karena khilaf, atau pembunuhan yang dianggap khilaf.'*’

Selain pendapat-pendapat tersebut di atas, ulama Syi'ah juga
berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang mendapatkan hak
kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja, dan pembunuhan secara
hak tidak menghalangi kewarisan.'?! Dan di kalangan ulama Islam, hanya
kelompok Khawarij yang tidak menjadikan pembunuhan sebagai

penghalang kewarisan dengan alasan hadits Nabi Saw di atas tidak cukup

118 p fuhammad Hasbi Ash Shiddicqy, Figh..., him. 42.

19 Gavyid Sabiq, Figh Sunnah..., him. 260. Libat juga dalam Faichur Rahman, Hrmu
Waris, him, 92.

120 Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris... hlm. 59.

12 guhrawardi Lubis, Komis Simanjutak. Hukam Waris..., him. 55.
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kuat untuk membatasi keumuman Al-Qur’an tentang ketentuan hak
kewarisan.'*

Pewaris yang bertindak makar membunuh kerabatnya baik secara
sengaja atau sebab-sebab lain yang tanpa alasan sama saja seperti
memutuskan tali kekeluargaan, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan
karena dorongan kemauan untuk memperoleh harta peninggalan.!® Selain
itu, mempusakai dengan jalan membunuh pewaris berarti mendidik orang
lain agar melakukan tindakan yang sama dan tindakan pembunuhan itu
sendiri menyebarkan kehancuran di muka bumi yang tidak diridhoi oleh
Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya :

aEN Lal Y AL

Artinya: “Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

Dengan demikian, pembunuhan menghalangi seseorang mewarisi
hanya dilihat dari satu sisi yaitu sisi si pembunuh saja dan oleh karena itu
maka dia tidak dapat mewarisi harta dari orang yang dibunuhnya. Hal
tersebut berdasarkan tiga alasan sebagai berikut'?:

a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab
adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus

pula musababnya.

b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.

122 Amir Syarifuddin, Huksum Kewarisan..., him. 195-196.

123 Fatchur Rahman, Hmu Waris, him. 95.

'240).S. Al-Bagarah (2) : 205.

125 Suhraward: Lubis, Komis Simanjutak, Hukam Waris..., him. 55-56.
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¢. Pembunuhan adalah tindak pidana kejahatan (maksiat), sedangkan
hak kewarisan merupakan nikmat. Oleh karena itu maksiat tidak boleh

dipergunakan sebagai suatau jalan untuk mendapatkan nikmat,

. Perbudakan atau hamba sahaya

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang
lemah, sedangkan secara istilah berarti kelemahan -yang bersifat hukum-
yang menguasai seseorang akibat kekufuran.'?® Pada masa Rasulullah Saw
dan khalifah sesudahnya perbudakan dapat menghalangi kewarisan, tetapi
perbudakan sudah tidak dianggap sebagai mawdni ul irtsi karena sekarang

ini sudah tidak ada lagi perbudakan.

. Perbedaan agama

Maksud dari perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi
kepercayaan antara orang yang mewarist dengan orang yang
mewariskan. '*’ Perbedaan agama menghalangi seorang muslim untuk
mendapatkan warisan dari saudaranya yang kafir, begitu pula sebaliknya.

Ketentuan ini berdasarkan hadits Nabi Saw ,
128 0ol BSH Y 5 S abusdl &y Y

Artinya: Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan
orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim,

98.

126 Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris..., him. 51.
127 gatchur Ralman, Hew Wariés, him. 95.
18 Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam, Juz 3, (Bandung: Dahlan, t.t.). him,
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Hadits di atas, menunjukkan bahwa perbedaan agama mutlak menjadi
penghalang mewarisi, dalam arti seorang muslim tidak dapat mewarisi ahli
warisnya yang non-muslim, begitu pula sebaliknya.'”

Mu’adz, Mu’awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan An-Nakha’i
berpendapat bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari orang
kafir, dan tidak sebaliknya."*® Berdasarkan hadits tersebut, semua madzhab
berpendapat sama, tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa
orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, hanya saja
tidak berlaku sebaliknya. Pendapat tersebut didasarkan pada swatu alasan
bahwa kedudukan orang Islam adalah lebih tinggi dari siapapun sehingga

tidak ada yang mengalahkannya. "’

Meskipun dalam agama selain Islam
perbedaan agama tidak menyebabkan seseorang terhalang mendapat
warisan, sekalipun mereka berbeda agama dan memiliki bermacam-macam
ajaran.
Berlainan negara

Yang dimaksud berlainan negara adalah suatu daerah yang ditempat-
tinggali oleh muwarrits dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan,

kerajaan maupun republik.*? Tetapi apabila dua negara atau lebih yang

masing-masing mempunyai kepala negara dan angkatan perang kemudian

129 gyparman Usman & Yusuf Somawinata, Figik..., him. 38. Yang berpendapat demikian

ulama-ulama termasyhur dari golongan sahabat, tabi’in, dan imam-imam madzhab yang empat.

130 gayyid Sabiq, Figh Sunngh..., hlm. 261.
131 Nuhammad Al ash-Shabuni, Hukum Waris..., hlin. 51.
132 patchur Rahman, fimu Waris, him. 105,
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mengadakan hubungan kerjasama dalam perdamaian maka tidak dianggap
sebagai berlainan negara.'”’

Para ulama telah sepakat bahwa berlainan negara bagi orang-orang
Islam tidak menjadi penghalang pewarisan. Tetapi bagi orang-orang non-
Islam mereka berbeda pendapat, sebagian menyatakan tidak menjadi
penghalang, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa berlainan
negara menjadi penghalang pewarisan. 4 Termasuk dalam kategori ini
adalah kaum dzimmiy, *° kaum harbiy, °° dan kaum musta'min. 7
Musta’min dan harbiy termasuk dalam golongan warga negara dari dar
harb (wilayah perang) karena ada kemungkinan dia kembali ke negara
asalnya, sedangkan dzimmiy tergolong sebagai warga negara Islam.'*®

Menurut Jumhur Ulama termasuk di dalamnya Imam Malik dan
sebagian ulama-ulama Hanafiyah, bahwa berlainan negara antar orang-
orang non-muslim tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi di
antara mereka, seperti halnya tidak menghalangi pewarisan di antara kaum

muslimin. *° Hal tersebut dikarenakan keumuman beberapa nash yang

133 Achmad Kuzari, Sistem Asabah.... hlm. 27-28.
13% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah..., him. 261.
135 Dzimmiy ialah orang yang bermaksud menetap dalam waktu yang tidak terbatas di suatu

negara Islam dengan mengikatkan janji untuk menundukkan diri dengan peraturan-peraturan yang
berlakudan bersedia membayar pajak.

13 f1arbiy ialah warga ncgara asing non-muslim yang bermaksud melakukan penyerangan

terhadap umat Islam.

137 A fusta 'min ialah warga negara asing yang masuk di negara Islam dengan maksud untuk

menctap beberapa waktu dengan mendapatkan jaminan keamanan dari negara di mana berada,

seperti anggota ke-Dutaan Negara Asing, turis asing, dan lain-lain.

3% Addys dan Fatchurrahman, Hukam Waris... hlm. 62.
139 Eatchur Rahman, Hmu Waris. him. 108.
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secara mutlak menuntut saling mewarisi di antara mereka, dan tidak ada
nash atau ijma yang men-takhsish (mengkhususkan) keumuman tersebut,'*°

Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwa
berlainan negara antar orang-orang non-muslim menjadi penghalang
pewarisan mereka, karena terputusnya ismah (ikatan kekuasaan) dan tidak
saling memiliki hubungan perwalian, oleh karena itu dalam hubungan
pewarisan pun mereka tidak saling mewarisi. '*' Berlainan negara yang
menjadi penghalang pewarisan menurut Imam Abu Hanifah di atas, adalah
berlainan negara menurut hukum yang berlaku bagi kedua orang tersebut.
Sedangkan berlainan negara menurut hakekatnya saja tidak menjadi
penghalang pewarisan. Dalam Undang-undang Warisan Mesir yang
mengambil pendapat dari Abu Hanifah, terdapat ketentuan berikut;
“Perbedaan dua negara tidak menghalangi pewarisan di antara kaum
muslimin dan tidak pula menghalangi pewarisan di antara orang-orang yang
bukan muslim, kecuali bila ketentuan negara asing itu menghalangi
»142

pewarisan orang asing dari negaranya.

Selain penghalang mewarisi di atas, terdapat beberapa penghalang mewarisi

yang masih diperselisihkan yaitu ;'

. Riddah

Yang dimaksud dengan riddah ialah keluar dari agama Islam,

orangnya disebut murtad, baik dalam keadaan dapat membedakan secara

14 Addys dan Fatchurrabman, Hukum Waris..., hli. 63.

! Fatchur Rahman, Hmu Waris, him. 108.

192 ;. him. 111, Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, Figh Sunnat..., him. 262.
143 Addys dan Fatchurrahman, Hukum Waris..., hlm. 60 & 63.
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sadar maupun dalam keadaan bercanda. Para ulama figh bersepakat

bahwasannya riddah dapat menghalangi hak mewarisi.

. Ketidakjelasan waktu kematian

Apabila orang yang dapat saling mewarisi meninggal dunia secara
bersamaan, misalnya akibat tenggelam, kebakaran, tertimpa runtuhan
bangunan, atau kecelakaan, kemudian tidak diketahui siapa di antara
mereka berdua yang lebih dahulu meninggal maka keduanya tidak dapat
saling mewarisi. Hal tersebut dikarenakan salah satu syarat mewarisi adalah
hidupnya orang yang mewarisi di saat kematian orang yang mewariskan.
Tetapi kebanyakan ulama figh tidak menganggap ketidakjelasan waktu
kematian sebagai salah satu penghalang mewarisi, karena yang dimaksud
dengan mani’ ialah sesuatu yang menghimpun sebab dan syarat. Artinya
mani' akan ditemukan bersamaan dengan adanya sebab dan syarat.
Ketiadaan mewarisi akibat ketidakjelasan waktu kematian disebabkan oleh
ketiadaan syarat, yakni kepastian kepastian hidupnya ahli waris di saat
kematian orang yang mewariskan.

Dari seluruh uraian tersebut di atas terlihat bahwa fitnah sebagai

penghalang mewarisi menurut ylama tidak pernah disebutkan, oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa secara redaksional Fiqh Klasik tidak menjadikan fitnah

sebagai penghalang mewarisi.

C. Analisis Ketentuan Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi

Secara teoritis nilai kebersalahan dalam perbuatan “fitnah” sulit untuk

dikonkritkan. Hal ini terjadi karena adanya dua nash yang dipahami berbeda
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tentang hal itu. Pertama, fitnah dikomparasikan dengan pembunuhan dengan
pemberian nilat kebersalahan lebih besar pada fitnah. Hal ini dapat dilikat pada
dua ayat al-Qur’an yang berbunyi'® : B8 (e X3 4B dan g

J e selanjutnya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “fitnah lebih

kejam dari pembunuhan”. Kedua, fitnah tidak dinyatakan sebagai dosa besar,

karena tidak termasuk ke dalam hadits Rasululiah Saw berikut :

| saiia 0 J pluy adde A oo ol (o e B B ol e
il S5 ot gy o 3N JB ep Lag il J gyt g B e 1y gal
B yciailan sl aid Je IS5 L IS5 G LY 4 e

15 2 3 G e 3l & L)

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda: “Jauhilah dosa
besar”, mereka berkata; Ya Rasulullah, yang manakah dosa besar
tersebut? Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh
orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali pembumihan
yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari
peperangan melawan orang kafir, dan menggazaf wanita baik-baik
dengan tuduhan melakukan zina.”

Dengan mengacu kepada pemikiran seperti dikemukakan di atas, dimana
nilai kebersalahan yang tersimpan dalam fitnah itu masih cukup bervariasi
adanya, maka sangat membuka peluang bagi para mujtahid untuk berbeda

penafsiran, bahkan menafsir ulang kembali tentang hakikat dari fitnah itu sendiri.

14 (3s. Al-Baqarah (2) : 191 yang artinya: “Fitnah itu lebih besar bahavanya dari
pembunuhan”, dan ayat 217 yang artinya: “Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. ”

145 Dengan mengacu kepada beberapa sabda Rasulullah SAW temyata jumlah perbuatan
yang termasuk dosa besar bervariasi, mulai dari sabdanya yang mengatakan tiga. empat. lima. dan
ijuh macam. Dalam riwayat yang mengatakan tujuh macam seperti dikemukakan diatas
dipahami telah melingkupi yang lainnya. Muslim Ibn Hajjaj, Al-Jami'u al-Skahih, Juz 1.
(Beirut-Libanon : Dar Fikr, t.). him. 64.
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Karena masih ada kemungkinan munculnya pendapat baru tentang status hukum
setiap perbuatan yang dihubungkan dengan fitnah tersebut.'*

Dinyatakannya pembunuh sebagai penghalang kewarisan sebagaimana
disebutkan dalam KHI telah sejalan dengan figh. Namun percobaan pembunuhan,
penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan kewarisan tidak sejalan
dengan figh mazhab manapun. Figh hanya menetapkan pembunuhan yang
dijadikan sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang menyebabkan
kematian yaitu pembunuhan sengaja.

Fitnah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah nama dari keadaan orang
yang telah dipersalahkan hakim melalui keputusannya yang telah berkekuatan
hukum tetap, karena dia telah menuduh dan mengajukan pengaduan yang
menyatakan bahwa seorang pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam
hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat daripadanya.

Fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam telah
sesuai dengan jiwa (ruh) ajaran Islam. Dikatakan demikian adalah setelah
menganalogkan fitnah kepada pembunuhan, karena ternyata dalam keduanya
terdapat unsur penting yang dipahami memiliki persamaan, yaitu mengenai
akibat hukum yang lahir dar: kedua hal tersebut dapat mempercepat terjadinya
pemberlakuan hukum kewarisan.

Pembunuhan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain seketika,
hal ini dapat memaksa terjadinya peralihan harta dalam hukum kewarisan

Seandainya pembunuhan itu tidak dilaksanakan, maka peralihan harta dengan

1% Dirjen Binbaga Islam, Ditpinbapera Islam, Mimbar Hukum :Aktualisasi Hukum
Istam. Nomor 45 Tahun X, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1999). him, 28.
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segera tidak akan terjadi, bahkan tidak tertutup kemungkinan seandainya orang
yang terbunuh tadi tidak dibunuh maka dia akan hidup lebih lama lagi, atau
mungkin dialah orang yang meninggal belakangan dari pembunuh, schingga dia
menjadi orang yang akan mewarisi daripadanya.

Demikian juga halnya dengan fitnah, yaitu ketika seorang ahli waris
mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam
hukuman [tma tahun penjara padahal itu sama sekali tidak benar, hanya berita
bohong. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa fitnah mempunyai dua alternatif,
yaitu pertama; orang yang difitnah dijatuhi hukuman mati yang mengakibatkan
hilangnya nyawa seketika, kedua; orang yang difitnah mendapat hukuman yang
lebih ringan daripadanya, misalnya hukuman penjara seumur hidup, 15 tahun, 10
tahun, atau 5 tahun. Untuk yang pertama akan memaksa terjadinya pemberlakuan
hukum kewarisan dengan segera, karena yang bersangkutan telah meninggal
dunia. Sedang pada yang kedua tidak memaksa terjadinya pemberlakuan hukum
kewarisan dengan segera, tetapi sifatnya agak tertunda karena kematian orang
yang difitnah tersebut belum terjadi. Tetapi menurut penulis, hukuman lima
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat daripada itu akan berdampak
negatif kepadanya baik secara fisik maupun pshikis uatuk mempercepat
kematiannya.

Ulama telah sepakat mengenai pembunuh dihukum tidak mewarisi
sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan mengenai penghalang

mewarisi menurut ulama klasik. Oleh karena itu, apabila kasus fitnah masuk
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kategori pembunuhan dalam hukum kewarisan, maka sebagai konsekuensinya
kasus fitnah juga dapat dijatuhi hukuman tidak mewarisi.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dengan
mengangkat jiwa syari’at maka ulama klasik pun dapat menyetujui fitnah itu
sebagai penghalang mewarisi. Hal ini dapat dijelaskan dengan analisis sebagai
berikut :

1. Imam Ahmad ibn Hanbal dan Syafi’i dapat menerima fitnah sebagai
penghalang mewarisi, dengan jalan pikiran sebagaimana yang dinyatakan
dalam tulisan Ibnu Qudamah sebagai berikut :

JB 48 e Jla IS5 & uall aey JBH ) Ao S5 AT A 55 aead e

s da I &yl adey JEI o e Ju 138y e Ay,
197 Jlase 5 adla | ol Cbaa jalls

Artinya: Dan dari Ahmad ada riwayal lain yang menunjukkan bahwa
pembunuhan itu menghalangi pewarisan dengan “segala hal”,
maka sesungguhnya dia telah berkata dalam riwayat anaknya
Salih dan Abdullah..., Dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan
dengan “segala hal” adalah menghalangi pewarisan. Dan inilah

pendapat mazhab Syafi’i.

Mengamati ungkapan yang tegas dalam redaksi da I yang

mengandung dua pengertian, yaitu “keadaan” dan “cara”. Karena itu maka
dapat dipahami bahwa dalam keadaan bagaimanapun pembunuhan ity
dilakukan tetap bersanksi tidak mewarisi dari orang yang dibunuh, dan ini

termasuk dalam keadaan; sengaja, atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar,

atau yang lainnya.

' Thnu Qudamah, Al-Mughni, hlm. 550
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Demikian juga dengan “cara”, maka dengan cara bagaimanapun
pembunuhan itu dilakukan juga tetap dihukum tidak mewarisi dari crang
yang dibunuh, misalnya dengan cara; langsung atau tidak langsung (dalam
hal ini termasuk dengan cara memfitnah), dengan cara memenggal leher
sehingga orang tersebut meninggal seketika, atau dengan cara memukul,
mengikat, memenjarakan sehingga mengakibatkan kematian secara
perlahan-lahan, serta agak tertunda. Semua bentuk pembunuhan tersebut
dinyatakan tidak mewarisi. Dengan demikian, pengertian pembunuhan
tersebut bisa mencakup makna pembunuhan dengan cara memfitnah,
karena orang yang memfitnah tersebut dinyatakan tidak mewarisi dari
orang yang difitnahnya.

2. Selain itu, banyak dari ulama yang mengatakan bahwa pembunuhan yang
dinyatakan menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang tersimpan di
dalamnya suatu niat, yaitu keinginan untuk mempercepat perolehan harta
warisan. Hal ini dapat terlihat dari uraian berikut:

Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

PRI JPRLIgH Sl oyl e i be I o e Ledall g
d_’;b‘ﬁg"_ﬂ‘»ali d:..a:u.u‘d.ly c&il‘_)_.}ngr!mug-‘: ?hjdal:.di\\ “.L.a
G s Gl ae Cuy g OY 5 el Las Adlayon i ¢ sl Jaiy
148 Ll

Artinya: Fugaha sepakat mengatakan bahwa pembunuhan itu mencegah
pewarisan, maka orang yang membunuh tidak mewarisi dari

orang yang dibunuhnya itu, karena ada hadits Rasulullah SAW

yang mengatakan: “Orang yang membunuh tidak mewarisi”.

Berhubung ada upaya uniuk memperoleh harta warisan sebelum
waktunya dengan perbuatan yang dilarang, maka dia dibukum

'8 Wahbah Al- Zuhaili, Al-Figh Al-Istam Wa Adilatuh, Juz 8. (Damsyik: Dar Al-Fikr
1409H/1989M), him. 260. ' ‘




dengan tidak mewarisi, sejalan dengan adanya maksud tertentu.
Berhubung pewarisan yang terjadi dengan sebab adanya
pembunuhan akan membawa kepada kerusakan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai adanya orang-orang yang melakukan
kerusakan.

Imam Ahmad berkata:

ol gy Cu )l b oY Jill 8 M iy SN Sy, @0 OV
A g5l dee 8 2 L Jad LS cadla 33 L iy e g
195 5 Al 4 as
Artinya: Dan sesungguhnya dengan menetapkan orang yang membunuh itu
tetap mewarisi  bisa berakibat kepada semakin banyaknya
pembunuhan, sebab ahli waris terkadang berupaya untuk
mempercepat kematian muwarrisnya, supaya dia mengambil
hartanya, hal ini adalah seperti yang telah dilakukan oleh
seorang Israil yang telah membunuh pamaniya, maka Allah Swt.

menurunkan ayat Al-Qur’an yang mengandung cerita lembu.
Sejalan dengan hal ini, fitnah pantas untuk ditetapkan sebagai penghalang
mewarisi, karena di dalamnya tersimpan suatu kemungkinan adanya niat buruk
untuk mempercepat memperoleh harta warisan, sama seperti niat orang yang

membunuh untuk memperoleh harta warisan dengan segera. Dengan demikian,

meskipun ufama tidak menyebutkan secara tegas bahwa fitnah adalah salah satu
penghalang mewarisi tetapi secara tersirat melalui ungkapan-ungkapan mereka,

dipahami bahwa mereka dapat menerimanya.

19 jbnu Qudamah, Al-Mughni, him. 547-548. Cerita tersebut terdapat dalam al-Qur’an
surat Al-Baqarah ayat 72, yang artinya, “Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia,
lalu kamu saling menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini
kamu sembunyikan.” Dikisahkan bahwa ada seseorang yang membunuh anak pamannya dengan
harapan ia akan memperoleh harta peninggalannya. Namun akhirnya ia tidak dapat mewarisi
harta tersebut karena ia dihukum gishash. Menurut jumhur Muffasirin ayat ini dan ayat
selanjutnya ada hubungannya dengan dengan peristiwa yang dilakukan oleh seorang Bani israil.
Masing-masing dari mereka tuduh-menuduh tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu.
setelah mereka membawa permasalahan tersebut kepada Nabi Musa a.s.. Allah SWT menyuruh
mereka menyembelih seekor sapi betina kemudian sebagian dari tubuh sapi tersebut dipukulkan
kepada orang yang terbunuh itu agar ia dapat hidup kembali, dan menerangkan siapa vang
membunulinya.
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Hal ini sejalan dengan kaidah figh yang sering dikemukakan oleh

Syafi’iyah dan Hanafiyah sebagai berikut:
lsoﬁhﬁu'jﬁﬁb‘dﬁzﬂ‘ Jadad (o

Artinya. Barangsiapa tergesa-gesa tentang sesuatu sebelum masanya, maka dia
akan terkena sanksi berupa terhalangnya mendapatkan sesuatu tersebut.

Anak kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:
P oo 4 5o s W Gl sa
Artinya: Orang yang membunuh itu terhalang mewarisi dari orang yang
dibunuhnya.

Sejalan dengan semua uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa
fitnah adalah salah satu cara untuk melakukan pembunuhan, baik pembunuhan
yang sifatnya segera terbunuh ataupun tidak, seperti mengakibatkan seseorang
masuk penjara lima tahun atau yang lebih berat daripadanya akan berakibat
kepada mempercepat kematian seseorang, maka pelaku fitnah itu pantas dihukum
tidak mewarisi, karena tergolong kepada mempercepat memperoleh harta warisan.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa fitnah sebagai penghalang mewarisi
adalah sesuai dengan syari’at Islam.

Adanya perbedaan pendapat antara ulama klasik dengan Kompilasi Hukum
Islam diperkirakan karena adanya perbedaan wawasan mereka dalam mengamati
kondisi dan situasi lingkungan mereka pada saat mereka menetapkan

pendapatnya tersebut. Diperkirakan pada masa ulama klasik mengungkapkan

150 pfuhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris... him. 49,
151 :
Ibid
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pendapatnya tersebut, masyarakat belum memaham: bahkan belum
melaksanakan fitnah sebagai salah satu upaya untuk mempercepat perolehan
harta warisan. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di era modern ini, di mana
masyarakat semakin jauh dari agama, dan semakin menipis keimanannya
sehingga hal-hal seperti fitnah dipergunakan sebagai cara instant untuk menjadi
kaya mendadak. Meskipun hal tersebut dilakukan dengan ringan dan dalam
waktu yang singkat sedangkan sanksi yang tergambar dalam fitnah tersebut
dianggap hal sepele, maka mulailah dipergunakan untuk membunuh seseorang
untuk mendapatkan hartanya. Dengan demikian muncullah rumusan hukum yang

berbeda mengenai fitnah, meskipun secara ide mereka sepakat.



A. K
esimpulan
Ber
dasark
sarkan pembal 5
1asan sebelumnyd pen
; yusun mengambi i
) il kesim
pulan

se 7

bagai berikut

L D

sfaes Tealian 4
ajian figh klasik, fit 1
sik, nah tidak termasuk penghalano
DmeWarisi tetapi
k] pl
perupaya untuk

, Islam mene
g dilarang yaitu

K - .
ompilasi Hukun
varisan 4ené

n harta v
dak memperoleh harta tersebut.

memperce

percepat peroleha

aris akan dihukum dengan ti
dang Sﬂbagai

\berikan ba

memfitnah pew
tasan fitnah yang dipan

Selain |
in itu KHI jugd men

peng - ‘

ghalang mewarts! dengan jelas.

2. D

' 1C s ¢

abutnya hak waris seseorﬂﬂg hanyd karend percobaan pembunuhan,
n merupakan suatu kejahatan

pengani
]gdnlayaan apa]agi
na ’
g mun tidak dapat menghilangkan hak yans past
arﬂl]_sar‘l"
: i n telah di
Kehidupan manusia sela[l.l berputar dan garls ehidup? iatur oleh
All .
. aat jewasa sam
ah SWT. sejak Jalam kandungam gaat anak anak, pai
emati ; - elah dit
Matian menjempy! Begit¥ pl.ll denuall jimu wart$ ng t€* etapkan
ut.
b g
Ukum-hykum di 9 ntuk nyeleﬁalkaﬂ rmasalahia! harta
m i alami
Pen; 48A diungkapkan bahwa;
1 . am a 3
Nggalan Dalam sebud padit® Nab! Muh |
“Ii ‘ 3¢ i dar ang 1iga adalah
iy a, A
itu 11 ; A e
¢ tiga maca it e g JeS qunnah yarg
“mba i ™ ye |
. . . . o
an, adapit! jlmit ,l-ff”}»’ & ; arist! ) ang adil
; it / “ara{(,_?[ h Hk 1l

de

ey

1

e dari Nabi, dan




62

but k | i

en
ka {

“1)&” ] :’

dari i
il dan akan dilupakan. "
ah seharusnyalah kita sebagai

manusia

yang b i i

e g beriman untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu f
o araidh
ya ketentuan pemba [ i |

gian harta penmggalan dihara i

pkan tidak terjadi
rjadi
warisan tersebut.

putkan harta
lum memahami bahkan

orang yang be
Karena tulah

peran
g saudara untuk mempere

sth panyak
diharapkan

N —
amun demikian ma

mungki mu
gkin ti an
tidak mengetahui tentang il
: i -mujahidin mud

waris tersebut.
a dalam bidang ilmu

pada m
asa yang akan datang, lahir 0"
harapkaﬂ am dan
s Islam diharapkan

ke
wari
isan. Penyusun mens
. ang belajar

sebagd!
embelajafa

yang perbasi

Per
gu . .
ruan Tinggi [sla™
n tidak hanya terpanca
ng

ya, dengal
tetapi melakukan

mam
pu mewujudkant
pan

.buku tentaﬂg
kewarisan di kehidu

Pada ki
a kitab-kitab atat buku
endiskusikarl per™

asalahan

pen ..
gkajian lebih Jalam dan m

S'ekilrang_
i in dilakukan

sunaft skrip$

a peny¥

Pen utup
s, sehiﬂ
asih dibutuhkan

datah sebual
penelitian maupun
sehingga akan

Keidealan @

anusiad’ P
. rmasalaha
p sumbanga besar

dal
a
m batas-batas ke™
dalam engen® P
¢ dapat ‘"emberika
o _porma agama.

ka"

j1an yang lebih men

di

apat pemahaman .

ba | afl l‘lOfma
gi kehidupan vmé!

nila'
I— : .
nilai kemanusiaaﬂ




63

Dala
m kese an ini
sempatan 1ni, penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepad
semua pi N
1a pihak y: JF:
ak vang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
ini.
yang daif tentunya dalam penyusunan

Sebaoai
aga a I
gaimana layaknya karya manusia

lahan, untuk it

y tiada yang terbaik bagi penulis

masi ;
ih banyak kesalahan-kesa
aran dan kritik yang onstruktif dari semua pihak untuk

pen
yempurnaan penclitian-

da
pat bermanfaat bagi kitd
. mengenai hal-hal yang

memiliki 2
iliki keinginan untuk T

berka
aitan dengan_/&uw’c].
emohon perlindungan, dan mudah-

Hanya kepada Allah—lah penyuSUI
ran dan petujuk kepada kita semua.

nember ik
doa.

m
udahan Allah SWT !

aha Mendeng?

gl

Se
sungguhnya Dia M




. o
A e e

e g

e
P ————

3

Nl
o
‘“\“-x“.ﬁ.ﬁf-lﬂ_)i.-'g/

DAFTAR PUSTAKA

htiar Baru van Hoeve, Jakart
3 a,

Abdul
Aziz D
ahlan, Jonsiklopedi Hukum Istam Ic

1996,
Abd
Kadir Muhai
' amm '
Bandung 1098 ad. Hukum Acara Perdata Indonesia pT. Citra Adi
N " o d ke itya Bakti
urrahm 1
an, K :
o , Kompilasi Hudem 1s1am di Indonesia Akademika P
; a Pressindo, Jak
 Jakarta,
di Publishing, Jakarta, 2004

n, H!:Afm Wwarts
ﬂ Maktabah ar-Risalah ad-

Add
ysd
an Fatchurrahma
arits .

Judul
Daull asli: 1/}6(:}111.«/4\ faw
iyah, Mesir, 2000-2

: Pemmdahan Hak Milik atas Harta

em Asaba}z . Dasar
ersada, Jakarta, 19

Ach
me
ad Kuzari, Sist
afindo
ress, Yogyaka

iy
inggalan, PT Raja Gr
rta, 2001.

¢ [slam ull

Ahp
1ad Azh;
zhar Basy1r, Hukuin wart:
Jakarta, 1995.

rsada,

epublik [ndoné edisi revisi

Ah
» ofiq, Iigh Mawarts: T
~Qu
é f\’;f pikm Terjemalitye "
lwaah, Semarans.
1aid, Leba"

Al.
S
yau
kani, Nail al-Authar’ Juz
i, Kellcaﬂa= Ja

Amj
ir S
yarifuddin, Hukum Kewm

[ogos wa
peradilan Ag  [ndonesid,

Am;
ir Syar
yarifuddin, {jshitl Figh

Bandung,

Cik
Has .
an Bisri et.al, Kf)mpi!a.s'i
Jakartd: 1999-
i Hukum [slam,

Lo
£20s Wacana ”!,.nuj
x 7
lndonesm, Komp! a

LYy Usta < .
. }(1]‘”! 'l‘

b;
an K haj
hairul Umam, Jigh
Islﬂ[IL
a ' ikmal

Djy;
Tlen .
Iﬁmbaga [slam,
Slam, Nomor ;

F.
di
Chur Rah .
man, /imit warts:




65

Hadari N -

a ] . , . : .
Jakan\z?vrgggft tode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press,
Ibn

u Qudamah, A/-Mughni, Dar Al 405H/1985M.

Im .
amMGhazall Said & Achmad Zaidun, Bidayati! Mujtahid: Analisa Figh Para
Iqtahjd Pustaka Amani, Jakarta, 1423H/2002M, judut asli Bidayah al-
Mf{ﬂ(lhfd W N:’hayah a[—MﬂanShid. Ibn RllSYd, Dar al-Jiil, Beirut,

1409H/1989M.
enuril Al-QHT an dan Hadis, judul
Kitab wa al Sunnah,

_Fikri, Beirut, 1

My
hamimad Al Ash Shabuni, H
f_‘ Al Mawarits f1 Alsyarian &
alih bahasa Zaini Dahlan, THg®
an waris Mennrit Jslam, Gema Insani Press,

M
Uhammad Ali Ash—Shabuni, Pembagi

Jakarta, 1995.
kr, Beirut-Libanon,

M . : _Fi
thammad a-Khatib al-Syarbaint pughti aMA Dar ALFY

1398H/1978M.
qwaris, U

Y Figh M

taka RizKi putra, Semarang,

My
hammad Hasbi Ash Shiddied
1999

ubul al-Salom Juz 3, Dahlan, _Bandung, it
ni, ¥ -

My
hammad ibn Ismail al-Kahla

Mu,
a[n;mad Jawad Mughniyal Fi

ambali, Lentera, J2 arta, 2007. - .
ahit PF ALFikT, peirut-Liba0% =
Shani’

Mug:
Slim Ibp Hajjaj,Al-Jami ' al

R.
S"l'j’ekti & R. Tjitrosudibia
aramita, Jakarta » 20 .
aka Pelajar

Saif. +:
Ifl.ldln A.ZW&I" Me“)de Pe,tzgﬁﬁa”! .
r al-FikT> geirut:

Sayy:
i . id 3, D2
§ Id Sabiq, 14’iqhussunnah, jitid 3 o s )
a ! .
8 7id Sabiq, Figh Sunnah jilid 14, P
Oe‘
.IORO dan Abdlll'rahmarl, est()d
X Ineka Cipta, Jakartd. 199>
u ‘ nyds
gandhi, K (IH}} ])enga” Pe’ye[asaﬂ y

Suh
ar‘?lni Arikunto, P,-osgdm'
akarta, 1998.




66

Hulum Waris [slam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Suhr :

I e .
awardi & Komis Simanjutak,
kr, Beirut, tt.

Sun

a Nt »

n Ibnu Majah, juz 2, Dar al-Fi
Kewarisan Islam,

suf Somawinatd, Figh Mawaris: Hukaum

Sup: _
parman Usman & Yt
a. 2002.

Gaya Media Pratama, Jakart
Ta(li}/uddin. Kifavat ¢ J-Akhvar, Dar Ihya alﬂKutub al-*Ar abiyah, Indonesia, tt.
Wahbah Al-zuhaili, A/-I'igh Al-Islam Wa Adilatuh, Juz 8, Dar Al-Fikr, Damsyik,

1409H/1989M.




Lampi
ampiran 1

KOm

PILASI HUKUM ISLAM

BUKU Il

M KEWARISAN

BABI
UAN yMUM

HUKU

KETENT

Yane d pasal 171
g dimaksud dengan-
hukum yang mengatuf tentang pemindahan
.. menentukan siapa- '

a
: H
ukum Kewarisan adalah

hak kepemilik
iadt 2

i

'apa yans perhak men
b masing;

- Pewaris adalah orang Y35 pada saat meninggalnyd atau  yang
eninggal erdasarka? utusan pengadilan neragama Islam,

dinyatakan m
ahli waris dan

meninggalkan

C. .
Ahli waris ad
ah atau

alah orans yang
hubungan perkawinan de
kum untuk menjadi ahli waris;

hubungan dar
k terhal2

d Islam dan tida
~ Harta peninggalan adalab hartd
:adi miilknya
. yang berupa hart2 pendd yang meﬂlad‘ - dari arta bersam
. Harta warisan adala a pawa?" diam®® i
waris selamd 5 i
set . ke er ©
elah dlgunakan k ms::l je ytang dan
ngu
da orang jain

meninggalny? piaya PE"E
uk kerabat; ,

enda dari P€
] - nggal dunia;

) pemberian unt
. . , tu
Wasiat adalah P‘?“"b“"“‘c”rl su cwaris
pertakd Jan tanp? imb

ng jarend u
ang ditinggalka
un hak-haknya

o atau lembagd yang a

-~ Hibah adalah pemberia

‘ iny2

h dari seseoran kepad orand ain ¥
8 k ang

nak angkal adalah . yaro ebagainya

dikan

sehari-harl, piaya P¢




dari
orang tua as
= al kepada oran
g tua angkatnya berd
asarkan pUtu
san

Pe"gadi[an

i
itul Mal adalah Balai Harta K eagamaan.

BAB Il
AHLI WARIS

pasal 172
m apabild diketahui dari Kartu Identitas
gkan bagi bayi yang baru

Ahli
waris di

aris dipandang peragama 1512
rut ayahnya atau

pengak _

lahi gakuan atau amalan atau kesaksiam sedan
Ir

atau anak yang belum Jewasa peragama menu

li
ngku“gannya

e()r , . )
telah ang terhalang menjad ahll W
a

m :
empunyai kekuatal hukum y2P
tau rnencoba m

a  dipersalahkan !
menganiay?a perat pada P aris:
: mengaju
b dlpersalahkan seca m mfitn I .
u ahatan yang diancam
bahwa pewar' teld ela i
(a1 Kum yang Jebih beral
dengan hukum nd hun Penja
pasal 174
(1 . o7 dart
) KelOmPOk—kelompok ahli warls terdir da
a. Menurut hubung?” ral . ak (aki-lakb saudara laki-
ongan 18K ki terdirid ri ayah
- golongd -
|aki, pamaf an kaK k g b anak erempud” saudara
an gerdt’ ’
_  golongal pere® u
nﬂe“ek; . guda atg,/u Jand
perempuan (ordir i du -
awi® et apat warisan
ang

2) b. Menurut hubul
Apabila semud Jhli war
. janda.ﬂ

hanya: anak, ayah. !




Pasal 175

pewarts adalah:

ai pemak
pengobatan, perawatan

ewajiban ahl waris terhadap

a
M

engurus dan menyelesaikan samp
¢ hutang-hutang berup?

aman Jenazah selesai,

b.
Menyelesaikan bai
termasuk kewajiban

C.
Menyelesaikan wasiat pewaﬁs;

d M
embayi harta warisan diantara ghli W
i waris terhadap hutan

h atau nilai hartd penmggalannya

aris yang berhak.
g atau kewajiban pewaris

(2)
Tanggung jawab ahl

h
anya terbatas padajumla

BAB (1
BESARNYA BAHAGIAN
Anak pasal 176
ora perempuan bila hary® seorang 12 endapat 5P roh bagian, bil2 412
a ng atau lebih mereka persama” _gama endapat d pertigd bagian, danl
a:ablla anak perempuan persama _sama 9¢" an a0 |aki-laki, maka bagian
ak
laki-laki adalah dua perban nding 5at dengal anak erempuaf
A pasal 177
adyah mendapat seperti? bagian bil? pewaris singgelken 474 bils
a3 .
nak, ayah mendapat sepere am bagi®"
sal 178
M pa . anak atau dud sgudara atau
{ 1
u mendapat seperen? bagi®” ng 5 au lebilt maka ia
lebih, Bila tidak ada 2 ak ate! gua O
o mendapat sepertig? pagiah R ,dah giambil oleh janda &t
Ibu mendapat sepeﬁ igd bagian dan gisd
duda bila bersam?” -sama ade erg®” ay 79
o pa sall . nin alkan anak, @
Uda . p il pena™ l at bagie®
mendapat separo baglaﬂ duda rneﬂdapa s6p° P
anak: mak?

ilg
Pewari ;
aris menmgga]k




Pasal 180
waris tidak meninggalkan anak, dan

dapat seperdelapan bagian.

Ja
nda mendapat seperempat bagian bila pe

bila - .
pewaris meninggalkan anak, maka janda men

Pasal 181

lkan anak dan ayah,
masing mendapat
persama-sama

maka saudara

Bil
a seorang meninggal tanpa meninggd

rempuan seibu ma

laki-laki dan saudara pe sing- seperena
bagian. Bila mereka itu dua orang atau | lebih maka mereka
m
endapat sepertiga bagian
pasal 182
an anak, sedang ia

ah, maka i mendapat

Bila seorang meninggal tanpd
Mempunyai satu saudard peremli’lla
Separoh bagian. Bila saudara
Sudara perempuan kandud at 1 58
bersama-sama mendapat du pertiga 0% an. B

l:’ersamfrhsama dengan saudard

say
dara perempuan. 83
pasal

P
213 ahli waris dapat DersPR

ha
Ma warisan, setelah maﬁim.‘:”’mzls

Ba . atau
. . asd
8t ahli waris yang belum dew wali lj,erdflsar

keva::
Wajibannya, maka baginy

anggota keluarga- 5
pas
hul

(1
) Ahli waris yang ™°
kedudukannya d2P%"

tersebut dalam pasal |73 ,
p6ﬂ ant
dige™

(2)

Bag._,lan bag! ahli wal
Yang sederajat denga” n y2"




Pasal 186
n hanya mempunyai hubungan saling

Anak .
e yang lahir di luar perkawina
waris denuan I
engan ibunya dan Keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

arta penmggalan ma
dapat ditur) 'uk beberapa orang

aris meninggalkan h ka oleh pewaris
i waris

warisan dengan tugas:
an, baik berupa benda

disahkan oleh

(1 -
) Bilamana pew
semasa hi
masa hidupnya atau oleh para ah
alam suatu daftar

pun tida k be

¢ harta penmggal
emudian

perlu dinilai harganya

sebagai pelaksa

a.  Mencatat d
rgerak yang k

bergerak mau
n, bila

para ahli waris
esual

IJa 51

b.  Menghitung Ju
dengan pasal 175 ayat (1)sv
dimaksu ia arta warsan

ng berhak.

(2
) Sisa dari pengeluara®
a ahll ; waris ¥

yang harus dibagikan ke epa
Pasai 188
ata perseO
untuk melakukan

rangan dapat

Par
a .
ahli waris baik gecard
pli war®

e .
Ngajukan permintad’ epad?
mbagian harta warisa’ ila @ antard @ i stan melalul
Permintaan itu, maka yang be fsaﬂgkutan e arisan
p , . grta W salt-
engadilan Agama untuk d! jlaku embaglaﬂ
Pﬂsﬂ] 189 pertama yang Juasny
(1) | berv
B!]a h . an an dlbagl an ebagaimana
) arta wansarl Y g et Jhank? gesatth " wars
n
semula. dan diman atkal’l untuk pent! g
’ o dimungkinkan
Q yang bersangkutaﬂ. yat ) pasd mt cmerlukan
. a ’
) Bila ketentuan sersebV! pat? bersﬂl“g"‘utall ib'h bli war
. is a et a
karena diantﬂ.ra para a I Warl y L leh seoraﬂg atau
ap?! gimil i’ °

rsebut

maka lahan t€




den
gan cara
memb
ayar harganya kepada ahli waris yang b h
erhak sesuai

deny
van i
bagiannya masing-masing
Pasal 190
ri seorang,
. dari umah tangé

" . .
gka masing-masing isteri

Baui
g1 pewari
aris yang beristeri Jebih da
a dengan suaminya

berh
ak m
endapat bagian atas 8070 gin
para ahli waristya.

sedanuk

ukan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak
pasal 191

[j waris sama sekali, atau ahli warisnya

5 tersebut atas P

al Mal untuk ke

utusan Pengadilan

Blla

pewaris U h
ris tidak meninggalkan a

pentingan

ka hart

tidak dj ma
ke i nya
iketahut ada atau tidakny3a.

kepada Bait

Agama di
agam:]:::erahkan penguasaan®y?
m dan kesejahteraar umum
BAB IV
AUL DAN RADD
pasal 192
ahli waris Dzawil furud

warisal! diantard paré
ipada angka penyebut,

Apabi
1
a dalam pembagian harta
pilang lebi ' g)]
‘ a pembilang dan ba

Menyn;
n
jukkan bahwa angka pem

Makg
ang
gka penyebut dinaikka? ses
a4 al,l] Iﬂe

Sesud
ah i
itu harta warisan dibagi secarl
Apab o p
| | . waris D
h kecil af

men .

L

njukkan bahwa angkd P
risan

embl aﬂg
. kuka[‘] s¢
o A58 5

Mak
a
dengy pembagian hartd wa
n
hak masing-masmg

ber'
imbane d:
ang diantara mereka-
gABY

(1)
0O
rang telah perumu’
t
kanpa adanya paksaan dapat
orang latf! atau nerup?

H
arta benda yans diwd

(2




(3)

(1)

(2)

(3)

a seperti dimaksud ayat (1) pasal ini baru

Pemilikan terhadap harta bend
da
pat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di

Wasi :
asiat dilakukan secara lisan

a orang saksi, atau di hadapan Notaris.

panyak-banyakny

|i waris rm:nyet'-llllI
setujui

hadapan d
u
a sepertiga dari harta

Wasiat hanya diperbolehkan se

warisan kecuali apabila semua ah
a berlaku pila di oleh semua ahli

Wasiat kepada ahli waris hany

Warts.
(4
) Pernyataan persetujuan pada ayat (2)dan ()P
di hadapan dua orans saksi atau rertulis di hadapan sakst atau di hadapan
Notans.
pasal 19
Dalam wasiat baik S€car@ rertulis maupun cara ha harus dlsebutkan
art
a benda yang diwasiatkanA
pasal 197 arkan P
(1) . wasiat bef asarkan putusan
W [on ef!
asiat menjadi batal apabl’? 2 cyaten tetap dihukum karena
: u
Hakim yang telah M mpun unyal kz " oncobB embunuh a2
. un
a dlpersalahkan tela mem i
ewas‘ 7 .
menganiaya perat kep2 ap o elah mengaJUkan engaduan
m .
b. dipersalahkaﬂ secar? ™ kan sud kejahatan ang diancam
elakt ra 4100 pukuman yang lebih




orang yang ditunjuk untuk menerima

(2) Wasi
asiat menjadi batal apabila

U.

a :
. tidak i
mengetahul adanya wasiat tersebut sampa
duni i
unia sebelum meninggalnya pewasiat;
jat tersebut, tapi 12 menolak untuk

b, mengetahui adanya Wwas
menerimanya,
c.  mengetahui adany? wasiat it tetapi tidak pernah menyatakan
menerima  atau menolak campai 18 meninggal  sebelum
G w _menmggalnya pewasiat: N
asiat menjadi batal apabila harang yan diwasiatkan musnall.
Wasiat pasal 198 f
harys dizan-g beI:Upa hasil dari suaty penda ataupt peman 4atan suatu benda
erikan jangka waktu tertenty
pasal 199
(1) Pewasiat dapat encabut wasiathy sel glon pen rima wasia:r belum
menyatakan persetujuaﬂﬂya atau Sud enyataK persetujuanny?
tetapi kemudi i kembali.
(2) Peniabuz:d‘::; :tezz;'at gilakuka? secars 115" d;ﬂjan driasnaks:l:n. oieh
X nole ua orang si atau
e e
B3)  Bila wasiat di (ertulis: ake ha®* apat dica®™! dengan 412
wasiat dibuat g€l saksi atau perasarkal Akte
tertulis denga disaksikan oleh dua ©
@ ;'f)taris, e N L aka hATS° dapat dicabut
ila wasiat dibud! berdasafkﬂﬂ
atu sebab ¥ g

berdasarkan Akte Notaris,
Pasal 200

r eraks pila garend .

- an rerjadi sebelum pewasiat

Ha
a wasiat yang perup? pend? y kan ¥
ke;usﬂ per!
jan 212 an
iat hany®

Sah
n mengalami penyust
em
, nggal dunia, maka
eFSiSa_




Pasal 201
joa darl harta warisan, sed

1anya dilaksanakan sampai

Apabi
ila harta wasi
b irta wasial melebihi sepertig "
varis ada vane 6 angkan ahli
bat a yang tidak menyetujuiny. maka wasiat |
atas seper . -

epertiga harta warisan.

pasal 202

egiatan kebaikat

1enentukan kegiat

k perbagal K ., sedangkan harta

maka ahli waris dapat

_"\p :
Elb[]q i i B
a wasiat ditujukan untu
an mana

wasiat ti
at tidak mencukupi,

yang di

g didahulukan pclaksanaann_\fa
pasal 203

ertutup; maka penyimpanannya di

keadaan t
empat Jain, t

asial dalam
ermasuk surat-

1) Apabila surat W
tempat Notaris yans membuatny? atau di t
2) surat yang ada Imbungannya.
Bilamana suati surat W asiat dicabut €3 ai dengal pasal 199- maka surat
wasial yang telah di cabut it iserahk kemball kepada pewasiat
pasal 204
(1) Jika pewasiat menms..f’ al dunia ma suré L .yang-temmp-dan
) a olehny? di had pan ahli warts: disaksikan
| beritd ca embukaal surat

disimpan pada Notaris:

dua orang saksi dan dens
wasial 1 .
) tu. 4isimpa pukan pada Notaris maka
; _ 5
Jika surat wasiat yang tertt P Notaris sete at atau Kantoor
: . keps8 a
peny“'ﬂpan hanls men’ Cl'ah an Notﬂfis atau KantO]' Urusan
' elan¥
oaimal
Agama tersebut memb ka se0?Z’
ini, itu diketahul maka oleh
8 Setelah ¢ igi € maksu rat was o d penerlmﬂ wasiat
N be]nua l n A‘,an‘]ﬂ disefﬂhkﬂﬂ
s a 5 ;
otaris atau Kantor Urus
; atny
suna penyelesalan anjul’™ P e
. dan metr di
Dalam walk » angﬁot centd gt Jtal yang peradad
a i ¥ a = 1
- tu perang P jalam daerah pe d'bolehl‘ ., memb at surat
n . i i
gan tentara dan berd puﬂ"a“ mu:uh-
re 9

Uau
I tempat yang ada




:aS]a‘ di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua
rang saksi.

pasal 206
jalanan melalui laut
lim kapal, dan
ng menggantikan

dibolehkan

herada dalam per.

a atau muad jika pejabat

Mereka yang sedang
hadapan nahkod

m
embuat surat wasiat di
hada

pan seorang Y@

e :
rsebut tidak ada, maka dibuat di

a orang saksi.

d )
engan dihadiri oleh du
Pasal 207

ang ,melakukan pelayanan

Wasiat tidak diperbolehkan kepada Orane y
Perawatan bagi seseorang. dan kepada orang Yané memberi tuntunan
kerohanijan sewaktu 12 menderita sakit hing& meninggalny?. kecuali
ditentukan dengan 1€gas dan jelas gntu membalas jasa.
pasal 208
Wasiat tidak berlaku bag Notaris da” saksvsaks'p mbuat AKte tersebut.
pasal 209
) Hara Peninggalan anak angkat dibagi ber asarka pasal-pasal lzﬁt
; dangkan terhadap orang tua angkd
e > e l:::: asiat wajibah banYak-banYaknya

yang tidak menerima ud catny®
- ok angkat™y™ P
an ., wasiat diberi was!

sepertiga dari hart2 % i
: e
(@) Terhadap anak angkat yang ! a mh . arise? orang U angkatny
. ad ri a
Sebanyak-b::myralkﬂ)’a sepe
VAL
(gAY
Pasal 210 rahuft erakal gehat dan
(1) gurans” an’ sebany _banyakny?
Orang perumyf 5€ h;bahkan
yang ¢ g padapan v
at pagd d
tanpa adany? paksaaﬂ da[;a oran8 jain 882 et
: a kep? _
sepertiga harta beﬂ‘?a“'y‘ki - dari penghlbﬂh-
orang saksi untuk il S merPaka
pibahk?"

2 .
) Harta benda ya"8 !




Pasal 211

”lbah dari
art orat
14t ¥
ua kepada anakn a dapat diperhitungkan sebagai warisa
B ¥ 1.

Pasal 212

Hibah 1
tidak d itari
apat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya
pasal 213
ri hibah datam keadaan sakit yang dekat

Hibah
irngs Y:lng diberikan pada saat pembe
lan Kemati
ratian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisny®

pasal 214
g dapat membuat surat

War

ga negar '

bt negara [ndonesia yang perada di Negara asin

di hadapan Konsulat atav Kedutaan Republik [ndonesia setempat
pasal-pasal ini.

ngan ketentuaﬂ

rtentangan de

Sepanjang i
njang isinya tidak be




L

dan Adaptasi

Sumber, Legalitas,
dan Perumusan

dala
m Pengumpulan Bahan

Sumber
Hukum Tertulis

/U No.22/1946

UUNo.1/1974
pp N0.9/1975

NI et
PP No‘.’lﬂ

Hukum Islam o
- QLII‘aT -]

B T Hukum
H_‘_Ijidlts Barat
r— ¥

Wawancara |
%Ulama
Ming—#

Ket

l Crangan: o su ber ptam

; s€ p

2 Hukum Islam dari D ag?! bentUk i su er | alisast

. gal ) y .

. Pera‘[uran perundan n ang.aﬂ Gba:p d tasid dlmodlﬁkaSI
g dl

- Hukum Barat da" huku™ adat Y2




Iﬂmpmm 1

S “INZPT BUIIUR JINZPN BUIIRH
g INZPRN - URUNUNQUWISE ‘g |  URYIWNQWIS 'y
. 2 BUGIEY UBHOUNQWINJ G INZPN BUAIeR 2, ‘Feijevnm ‘RN
m.. ..__.m o.u.dﬂﬁiﬁa ueynunquiag ‘g ..m. .ﬂ...ﬂﬁ.w B0 aa.ﬁﬁw YO
Wa s 1eyd Ya1o ueynyepp ey Budiey . - ueynsenp fuel UWRNNHRND
- 2 = | Suek  ueynunquisg 'y urgnunquiag ‘y ..um... VRYNUNOIS Y b Bueh
% 1.“ 8 ey = “Hey BuBIey uRynunquae gy ¢
.m 2 5 | eusrey urynunqung ‘¢ a.m. .u.m, weyiunouwiag ‘¢ “WRY, BUR IR
g .M W ‘deyis de3Buerp TRl R TRy 3 Wn. ‘deys deBBuey ﬁMMMMM,Mﬁa Ww T
L% R . . . Y
..,m ~ g ca:ﬂcﬂmﬁo.w T\ yaio ueRNHep g p..wn ﬁw.%ﬁﬁﬁpﬁom ré . ﬂﬁﬁ/”v .
= 22 deiis | Guek ueynunquing 9\ S 0 RS Budiey QrunQuasg
3 S 2 | vuerey ueynunquiag |y ‘Suns3uey g < URHANOQIIAG "\
- ” s
S 3 g ey  uRynunquiag g T .m \ “deys deFJuep /
z - ‘deyis dedBueip AT uennunGuRd v\ o |
£ | g EE ueyrunqug v\ § = BunsBuey 32y ‘dRyiS RUANEH, )
Z 1S g2 , “BunsBuey ‘depis vudiey S URYUNQUWISg ¢ weynunQuIRg ¢l B
1 =] [ — * m -
| 2 12§ b | yei UBNUNQUWISJ "¢ UBRYTINQWA ‘¢ - “e{eduds dunw “efeBuss dinwm = /
o 22 ‘efeSuas | “efeduos 2 uRYIUNQUIdG ‘7T | weynunquag 7l T |
_m £ 02 dunw ueynunquiag ‘g | dunu ueynunguag 7| 3 ‘eleTuas “efeBuds J =
_ - Tt - _ ’ -
| =z 8 i efeduas | “eleSuas ueSuap ueSuap ueSuap ,
. . - ' | ’
h | — 1 [ uesusp ueynunqudg | | uByNUNqQUIdd | ueynUNquad ‘| uByNUNqW3{ ‘| d |
[JePY USTH'M | US9WCAVH ' ] yejiqeuey el yeds]  yeinppew | JeAyeucy __‘
__ ONVANN-ONVANII NVA YHVOA VIV LVdVANId LONINTIW IVIVSOdINTIN

ONVIVHONAL IAVINIW MVALL NVA IAVINTIN ONVA NVHANIIWId WYDOVIN-IWVIVIV

\_




Lampiran 11

h ereBoN / - e \nareg RN 1aveg | OV
2% |
5 GEETe

M3 nAnq seuouas uee3Buined eue UeiRoDhmS

g .ma.w uepnes-elepneg ‘q 1e83uuswm Bueh o “av E..ﬁo., ﬁﬁaw? LRy €1 IRD WigRy 6

M, m ming yoyeyes Bue1o yeiaep eNereAseiN rUILISUAW Buek Suei(y aﬂmﬂﬁwﬂﬂmwwwmu

g a liepres-eigpneg ‘e

= o - Al veSuojon ‘p K wiey 3uR10

..M .m Fouau URp £ ou) nqy sued uep ue) Suelo Tpeday epeday, BeRoRseup \ {

E o I & ndndss uepres-eiepneg uegeseutp Sueh Fueig Buek Fueiy

R -¥odyey vAungiyely 'q . g
28 QUdY . o
T 1 R VRDRYY feimeyy

£2 i ieBuorn .m/ xo,,oz/ UTD DRTDRIURARSY | L RIRING L

g Sunpuees i URBRW Rreyy)

) .m eiepnes-giepneg 'q HEpTus-Rivpnes yelgearg yroesy RN WRRZA 9

mu. k.m m AB Bueipy ® . -~ w:SO/ LIOSL mﬁaﬁwawﬁwoom ﬁdrﬁawdw/waaﬁw/ m /

22 g - {1 ueSuoion 7 YRies vpedan ppvy | w7 epeday, poey

T = 4 Hasi-iieng 9 / soﬂu/ weyry ﬂ.?a.N/ TRY-THRY eQesy / ¥ /

2 Lm m yeAe e1dep vdeiagaq yeAgesey prung (yrbeyy ey ¢ \

m S g ueynpnpey nuedsuad eped udisi/iueng {aR7 epedoy ppey | yeAiqeaes weqesy /
| = m .m ,_ﬂ V__mcmaﬂ.m urumojeuy q ey3ue yeuy | yeAiqesen yeqesy | qeAiqesey yeqesy / 7 /,

= SHEMIA 1S Neue-jeuy e yeiaep edeisqgaq 1p , ,

H . -n | i ) . ﬁ
| R | . 1 ueSuojon ' i, ueepaqiad ueSuap yeuy pruing |nqeysy / pruny {nqeysy / (B
| _ (M1S9py)) SLIEM WnYny ~
. L (SHAY) pdig wayny . y
__hE.m:ESuv_‘_ 3uepup-Suepu;) quayy h Jepy wnyny

sugpup)-3uepupy
qeuyf uep anywngp

Yyejluey nqy

Weu] ON

e S

SIIVAA VIWIHANIW MVHYIE ONVAONVIO NV.LI4D VIIVA




Lampiran 1
AHLI WARIS YANG MEMPUNYAI
Nome e B e
Bagian K eterangall (terll::laal:ljubo e

] '
Seoral

al's | Bila —y"
? Bila | Du2 oran lebih
i-laki

A
nal(Lrempuan b
S
e A Bila | D anak laki-
im_,'é__._-h_B___i!_a__,W Anak laki-
b7 _|Bile Dus oreng/ P —— jaki/ansk
[ Dg seorans anak erempuan dua
orang/lebih

Cy
C
U perempuan

C
K
|4 A L
2 Mal | Bil2 Tidak 208 82200
1
b Dg ayah Sua Tidak ada

I .
b 7 Sisa | Bild
176 '__1_3,',1.?-'- Ad an cuc
——1Bj saudarad a
th

Ne
ek dar o
a —— e
M_@, e[ Bila_| adaan ucu/tid
ri Ayah |a | 1/6 Bila
g o [Bils W
q (a | 7 ra i ol
S ﬂ%ﬁjﬁ,@i Dua oran lebil Anak Jaki-18Kd
sekempuan & | Bil2 Dg saudar? dua atau A2
andun Ofﬂ-ﬂ Ieblh
: “‘““”’#””’M
¥ d_ A fl?_jl@,., D f;gkek :
e | A jﬂ"‘b’ D AnaK k1240
iy Seor an : atau
a | Bil2_- ebih atau &Y
| & = Dua O Jara 18K
; 2 | Tpils | D2 ot o |
- o |7 B | D 3 sekande
Pere ia c 0 ereﬂg’“:n 2tau saudard
sekand” Jaki orempud’
dar? sk seftaﬂd““g dud
g atau leblh

&
£
b=
xZ
jatl
=
B\W\ ®
™ LD %;"
SO\ O
-~ o 0o
SRR ¢
=Y o B\ &
®\ VR
& r:
= 3
—
=Y
=\ 9
\ff\\
=R
-
[ o
c o
=

L7 3!
[+
Q
=
£
=1

TS
= \®
o
)
®

Bila

’ﬁiTa/ pua o 0 Tid

o e
,.Ef/, ';1(19'k ::; /cucu




L:‘m.'pircm 1]

Isteri
(-)

Keterangan: (+) jenis Iaki-fﬂll‘:lan
(-) jenis peremP h
sebab pernik?

+—>S€

Sebab kc[l_lrunﬂn




Lampiran pyy yANG TERTUTUF

ELAKI
DAFTAR AHLI WM}:Z [ﬂ[ENUTUPNYA

= kP ta

208 tertutup = wapse
= ibn
abb I
—ibnulabb 1o
s akikhsyagiq | 112-
2 Sakhkhliabb | 112
. . akhkh ti qum_rrl‘__,_h_l.._»-——-
S—dbulabb L Z45-

= ibnu akhkh syaqiq | 1 | £

= ibnu akhkh 1i abb __1_-#——-

= - 2
amm syaqiq 5]
= ‘amm | abb 15

= ibnu ‘amm syaqiq | 2 L=

= ibnu ‘amm liabb | 1 1=~

Kerera
hgan: .
_ {bpul-ibn, 07V
berikutnyd un ,
—  Abul-abb tef“"f’kuikgadd sahit)
yang pancar 1€ " 1n seibd

—

e ]

e
win

-

o foof - o

—

EEEEEE e

f ]




\ leEe - -

!.ampu'(m Vil

SKE] .
KEMA PERBI-.DAAN AGAMA

SEBAG A
| BAGAI PENGHALANG MEWARIS!
_ N o —
perbedaan Negara
" T Antar
Tenurut Antar non Muslim _
Muslim
- “akikat
(e & L
m Abu Hani fa - hukum
Sebag; lanitah e ukan men)?
- glan ulama aliran penghala® penghalaﬂg
lab; < 7
M\Aib”ah mempuSﬁkal mempusa}(ai
| by e
( ul'u]__l;ll( ] e | asem : d en
| tErmaS jaha Bukan men)d 1P
uk jug
- Gan e _J uga Imam Malik (a asing yang
| Hangg; glan ulama kecua“ﬁdap e ;
g yah) oM
| Mtah Und in ng laid
My ng-lndang




CURICULUM VITAE

Nam
a
. Qoriah {asanah

|7 Februari 1985

TEm
pat/T
anggal Lahir : Banyumas,
asen Kab- Banyurmas

RW 02 Kee Keb

A
lamat Rumah
. Kebasen RT 09

Pndigikay

Na
m
) Orang Tua




Z8EL0TOST “JIN
VNP "H s1g

ONI Hd URRUUIG TeSARG GeTIRG STQL
LOQT unf 71 ‘opdjoming uweduiguing yovod-oNoa Wi «

LLETH) wreysy wosngy sepduo
€L1 jesed WRED qQrONRUIIN] PURWITRBRORE 1SURMITL  BUeIodsd
13ueieydusw yedep Buehd yeuy ueiton euewedeq,, wpeluaw {1y

S WS Wyngy Isedwioy ¢L) jesed wiviep onaNRuLI) ewewedeqs
NW@ JNR spem  edepuow  wun  Sueiodses  1dueieyBuamt  yedep  yeww

edeluow,, 1AUNQISQ BAUWINPRAQS BuRA URRSTUWE URSOUINI Weomis

- "(Yodpasay

.qw.mq Aapaqr7) ueeRisnday uenipusd peluow wieBp wenuad IPOWY
- "Yeul] Fueius) [Ty uesepiuad

g Q euewiedeq uwep JHOMN WeEP ueun} rudbusw  ueseplusg

. e “isuemam Bueieydusd
-SuejeySuad  teudBuow ueysepfusw uelusp tpeqRdp W

C1/eseRg WIRW !
LR Ta) f *
VSIS HYTY wcwzh mﬁww N d « NVONIGNIG RIALVN [033up] / HOH / o / oZ/

L 1sduyS [esodoid ueSuiquug oysuelg

TURSERS wng

S1feseRy W

LTeSRRYy WIRW

(weysp wnyny 1sejdwoy] ¢/ |
jeseq uenelul] ) 1Suemap

__ SuejeySuaq 1e8eqeg yeuyg : ISANINS 1Ndanf
. . ] . . IIIIE-[IIIIIIII[II;H
SV W ‘paydse H SIq . ONIGWISINAD VINVN OLADIOMA I
YBLIBAS / 810TTIZZE0 © NVSITHNLMNCANT ‘ON (NIVIS ) INTOAN WY IST VINVIV I DOANTL HY TOXNTS

yeUeSeRy yerod : YAV T FIVFVF ATE T LI e a7



e

o e amee

CREL0TOST "JIN
SV A ‘PAYASEIN U SiQ

) HINAd

URITOWITE 1esaRg densg wuq
800T Wwnf 7] ‘ouojoming

uedmauitg AoRed-Ro%o g sug

L3

“YRUMS LIRD WY eqiiR Uesiremay uepeipe) eAmsennd
— ‘SAuelinng  ‘YRUMj uRp TORw  1euaBuow Weuny  uewel

Jsod wnyny wunuaw yeuwy seyyd
‘Yeuyyy ueBusp weyis) Sue

- euepid winyw
P Weiep Yeuly ruadusit qns yequienp 1 qeq friun sdinis L2 AE) TG

yiga| nele erefuad unyey ¢ woyoyp Suek uereyeloy euepid yepw g7/ eseRs wing
VMSISVHYIW | ONIGINTSIN
v WOSHD] DU « NVONISNIE DALY w33uv] /1y | uopng J oi
(weist wrynsg ooy ¢ - 1sdin{g jesodold ueSuiquilg oygueg
" . . rh —
jesed uenefur] ) 1suemopy
Sue[eqSuag 1e8eqag yewry : ISdRINS 1nans —
VN ‘PYASEIN 'H SIQ : DNIGNISINGD VINYN OLATIOMNT
c&ﬂuw. /8 WMWWMWQ.. | NS SINANT oN CATVLES ) IHTIIN IV IST VINFD ¥ IDDNLL T B 7S

LA BT ED B AR L T o P




[4:3% 1 diIN

Y IN "POYASEIN 1Y 83Q

ONI dd Te3maung 1eseRg Genng UG 4
8007 Mn{ ‘afiojoming ueuiquing RORod-%oR0a whnq x

I “ISLIRMD
.whmw SuepySuad 1eBeqes yeuwy uedeidpuad uelusp iensss yewede ue

sisijeuerp isuematn Sueiey3uad ueBuap ueweysaq Juel supey-supe O
% .K 'qbi yunusw istemow SueieyBusd ueyrel 6

VMSISYHYIN| ONIFINIIINT d

L 1sdiyg [esodouad ueBuiquirg oxsueig

(weys] wnyny isepdwoy ¢/
jeseqd ueneful] ) ISLTRMaN

BuseySusy 185eqag youlg - ISdRPIS 1Nans
. < A T ﬂﬂﬁg
BY W PNyAseiN "H SIQq . ONIGWISINI VINVN OLHDIOMAN 2T
YBLIRAS / 810ZZIZZEO * NVSIINNULNICANT 'ON CAIVIS ) RITOIN IV IST VINVE D ¥ LN TL FTF TN TS
YRUBSELY FLIOCy -

PIVENTI FoFl TP K ATl T B Wl T



TETIIET rw o

e av/ie a5

s




N

_ AN DAN PERCAMPURA LANK

> BANK syapy DAN PRODUK-pRODUK
SYARI'AY -

\ETING

9, AKUNT Ng] BANIj: SYARI‘AH
10.PRAK K opg IONAL
(SIMULAS |




Y S I s, S o

s
lllllllllllll

2005
NOMOR : STA.26/ pP.009/K95/ 06/1/

T A P P T R e L P R e LA e el AR T T o L RN e ST

T

T Ty Nt s s et N

=

%z
?n
2
‘Q
Wi
= =2
.-\

%

%

PELATIHA
JURySAN SYARI AH

e

5531 o
Y pada Tanbs ye
ng Dilaksanakall AiN pust’ tia




MATERT PELATIRAN PERRANKAN SYART'AH

-Ituhlslam, Ekonomi, dap Perbankah. —
?Analisia Transaksj Yang Dilarang ]
? Teori Pertukaran dan Percampuran S
.f;__Produk-produk Bank 3yarifah By
L Teknik Perhitungan Bagi Hasil 1
L Teknix Penem_:uan Profit Margin & Nis‘?ill—-ﬂ
1t |Manajenen yogey o Dana Bank syariah
f&__"hnijemen Pembiayaan I
e |

Bank r Syari’ ab

——"""'."‘—-'




ZA\ A

Y V") A D) 6 Ve .“‘«*’36‘3’3?6\’
SRisT @'@@%ﬁ@ﬁi@%@%

Berdqsﬂrkan Rapat Yudisium
3Ma Tslam Negeri (STAL

e
Hemngkan bahwa :

)

> «(c@)

DEPARTEMEN AGAMA - — 5)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERIs(gm o @

[LABORATORIUM ]URUSAN ‘:5?)

Totial - Qj

e .
16/PPL.SY/045/9.007 %

NOMOR : STA- ( LD
sekolah Tinggi }"}(i

yrusan Syar! ah i o ‘:J;}D

Panitia PPL e = )

)

="

N) Purwoker

5y

Namﬂ . -’ il ”'.e’_.f.ff' = (6»(9
2592008 Sy o

A by f' ) 5% o' @GJD
Y, y o i !

Jurusan/prodi - ¢ fi| === ;74
| raprensihort prakicl LT B2 =)
) Urwokerto Ang{aren ok ik .. %
:

I

1' pEn H P A" P’u BAQER RN £
gadilan Agama (RN eskeibReEn
= Pengadilan Negeri (P 3 n&‘.l!bﬁ

Baityl Maal wa at-Tam¥

N

>
SN
Sh

@,

oo
A
e
pt=]
[=]
=
T

mpd’ an
. 2007 % Jurus
' :;?u'qi dari tonggal 03 Februa™ ° JngiktT PPI.Tk ti ujia” ‘?ﬁ
| Metaan LyLys dengan il A ki T@'ahfumsya"“* et 4‘6)’)
Sepy i Tﬂnda i aIah sd 7 .ﬁ
rtifi - ebag?! agai ® it 200 e
*m.r.p1 Sh STAIN purwoker™ Pu,-woke'”* ' D,

e

V)

“osah skripsi

N

e



S :
DEPARTEMEN AGA .
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASY ARAKAT (P3M)
Alamat : JI. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

'f!!/
SERTIFIKAT

NO. STA.26[P3M | PP.06 | 080 | 2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (ST AIN) Purwokerto Nomor = 114 Tahun 2006,

pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kaliah Kerja Nyata (BPKI)

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
STAIN Purwokerto menerangkan bahwa -
Nama - QORIAH HASANAH
NIM 032622018
Jurusan / Predi  :SYARI'AH/MUA
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKIN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun 2006 di -
Desa :SIBRAMA
Kecamatan - KEMRANJEN
Kabupaten : BANYUMAS
Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 84 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukd ‘elah me

ngikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munagasah skripsi.
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BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMAL AN {RADAR

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERY \STAIN) PURHORKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 — 2006

Nomor = STA.26[KIPUBP| &7 [ \\\ | 2008

Diberikan kepada

................

-------------------------------------------------------

Sebagai tanda yang bersangkutan telah \ulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
v yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPl STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006
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